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ABSTRAK 
Wismoyo Ade Zaputro,Nomor Pokok E12111258, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan Judul Skripsi 
“Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di 
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” dibawah bimbingan Dr. H. A. 
Gau Kadir, M.A dan A. Lukman Irwan, M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak dari pelaksanaan 
program pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah di lakukan 
termasuk program PNPM Mandiri perdesaan Sehubungan dengan itu, 
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pemberdayaan, 
mengetahui tahapan implementasi kebijakan PNPM mandiri perdesaan, 
dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program PNPM 
mandiri perdesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang. 
Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif kemudian di paparkan secara deskriptif. Jenis 
sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, 
kemudian Data dianalisis dengan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam 
proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecaamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang yaitu tahap pertama,pemberian sosialisasi kepada 
masyarakat dari tingkat kecamatan,desa dan khusus perempuan.Tahap 
kedua,Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan 
gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketigapenjaringan 
aspirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan 
masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program PNPM 
Mandiri.Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat 
dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam peningkatan 
produktivitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri di Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan 
rata-rata  baik. 
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ABSTRACT 
Wismoyo Ade Zaputro. Governing Science Program, Department 
of Political Science and Government Science, Faculty of Social Science 
and Politics, Hasanuddin University. Thesis entitles “The Implementation 
of National Program of Society Empowerment (PNPM) Mandiri in terms of 
wipe out of poverty in Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. 
Supervised by H. A. Gau Kadir, M.AdanA. LukmanIrwan, M.Si. 
The background of this research is because the impact of the 
realization of development and society empowerment program that has 
been conducted including PNPM Mandiri for rural place program. This 
research aims to understand the meaning of empowerment, the stage of 
implementation of PNPM Mandiri for rural place, and the impact of the 
implementation policy of PNPM Mandiri for rural place program toward the 
wipe out of poverty in Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
The collecting data is committed by observation, deep 
interviewing, and documentation. In the research, the writer used the 
qualitative descriptive method. While the kind of resource data that is used 
are primary data and secondary data. Then, the data is analyzed by the 
triangulating technique.  
The result of the research shows that there are some steps in the 
process of implementation of PNPM Mandiri program in Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang. Step first, giving the socialization to the 
society, especially for women in the sub-district and village level. Second, 
planning and determining the priority of proposal appropriate with the idea 
that is delivered by the society. The third is selection of society’s 
aspirations to look the program that appropriate with the demand of 
society. Step four is the process realization of PNPM Mandiri program. 
The impact of PNPM Mandiri program toward society empowerment in 
terms of wipe out of poverty is significance either in increasing productivity, 
farmer incomes or socio-economy empowerment. The implement of 
PNPM Mandiri in Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang shows the 
successfulness, it is good in the average.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam 
membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam 
pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang 
berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagamaan Bangsa 
Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralisitik dalam 
pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan 
potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, 
tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka pada tahun 2007 
Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, 
Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, Pasca Bencana dan 
Generasi Sehat dan Cerdas. Khusus untuk pengembangan PNPM Mandiri 
Perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan 
Menkokesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dan 
ditinjaklanjuti dengan kebijakan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Karena pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat 
semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, 
kesehatan maupun keamanan. Dibalik itu senua ternyata masih ada juga 
masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Keniskinan terjadi 
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terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari 
perkotaan, seperti masyarakat pedesaan yang memang mempunyai mata 
pencaharian sebagai nelayan,petani dll Sedangkan penghasilannya itu 
pun kadang – kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup 
keluarga sehari – hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada 
situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu.contohnya 
nelayan Apabila situasi alam memungkinkan untuk melaut maka mereka 
akan turun untuk melaut, dan apabila situasi ombak yang berpotensi 
menimbulkan gelombang yang besar maka mereka menunda untuk 
melaut. 
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks seperti ini 
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. 
Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak 
berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga 
belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang 
dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar 
permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan 
perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan. 
Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu maka pemerintah 
sedang giat – giatnya untuk melaksanakan pembangunan nasional di 
segala bidang, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan 
nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang 
meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk 
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melaksanakan tujuan  nasional sebagaiman tercantum dalam alenia IV 
UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskjan 
kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasar  perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka 
pembangunan dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu 
sektor yang yang perlu dibenahi adalah sektor ekonomi. Pembangunan 
nasioonal dpat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan cara mencanangkan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI). Program tersebut telah 
dicangankan sejak tahun 2007 sampai sekarang ini sesuai dengan 
landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 
2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. Program tersebut diupayakan sebagai 
penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi rakyat miskin, 
efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil dalam menumbuhkan 
kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan merupakan salah satu program dengan prinsip pembangunan 
partisipatif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya 
melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan 
pemukiman yang berkualitas di perdesaan, memiliki wadah dalam 
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memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan, serta mampu mempengaruhi 
keputusan kebijakan publik dalam bidang infrastruktur. Berdasarkan pada 
website resminya, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu 
program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri 
yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. 
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong 
untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari 
proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan 
pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai 
pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. 
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya 
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. 
Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan 
kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat 
ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan 
sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. 
Akan tetapi untuk sat ini program tersebut masih menjadi 
pertanyaan apakah program tersebut sudah berhasil atau belum, karena 
kenyataan untuk saat ini masih banyak masyarakat yang ada di pedesaan 
masih mengalami kesulitan dalam mencari penghidupan yang layak.  
Pelaksanaan PNPM Mandiri  masih memiliki berbagai masalah ini 
terjadi di berbagai daerah seperti Indikasi kecurangan dan penyimpangan, 
kinerja konsultan dan fasilitator, dan kurangnya komitmen pemerintah 
daerah yang tercermin dari penyediaan dana pendamping. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 
permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kec.Lembang Kab.Pinrang? 
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kec. Lembang 
Kab. Pinrang?  
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang 
menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Mengetahui dan menganalisis tahapan implementasi kebijakan 
PNPM Mandiri Perdesaan di Kec.Lembang Kab.Pinrang 
2. Mengetahui dan menganalisis dampak implementasi kebijakan 
PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di 
Kec. Lembang Kab. Pinrang. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan 
penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan teori mengenai implementasi kebijakan 
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program nasional pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan 
kemiskinan serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian bermanfaat bagi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, terkhusus pada perkembangan ilmu pemerintahan 
b. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna bagi pihak pemerintah dan masyarakat  mengenai  
implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan 
masyarakat dalam pengentasan kemiskinan 
c. Secara metodologi 
hasil dalam penelitian ini kemudian dapat menjadikan sebuah 
dorongan moril dalam penelitian selanjutnya mengenai 
pembahasan yang serupa tentunya. 
 
1.4 Kerangka Konseptual 
Keberhasilan suatu pembangunan Desa harus senantiasa 
beriringan dengan landasan aturan atau hukum yang ada dan bagaimana 
menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk 
melaksanakan pembangunan  
Program PNPM Mandiri Pedesaan adalah upaya penanggulangan 
kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, Melalui 
proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian 
masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan 
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sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya 
penanggulangan kemiskinan.  
Program pemerintah tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan 
tingkat partisipasi dari masyarakat, perangkat daerah dan pemerintah 
daerah setempat, untuk dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut, sehingga nantinya akan muncul rasa memiliki dan 
bertanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk 
merawat dan menjaga apa yang telah mereka bangun. 
Hal ini dapat dipengaruhi oleh model dari pelaksanaan 
implementasi dari kebijakan tersebut yang terdiri dari  Isi Kebijakan 
(content of policy) mencakup Kepentingan yang terpengaruhi 
oleh kebijakan,  Jenis manfaat yang dihasilkan, Derajat perubahan yang 
diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Siapa pelaksana program, 
Sumber daya yang dikerahkan, dan Lingkungan Kebijakan (content of 
implementation) yang mencakup,   kekuasaan, kepentingan dan strategi 
aktor yang terlibat,Karateristik lembaga dan penguasa,  kepatuhan dan 
daya tanggap. 
Untuk mempermudah memahami beberapa hal pokok yang 
dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, penulis dapat menyajikan 
dalam bentuk skema kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 1.1.Kerangka Konseptual Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 
Model Implementasi Kebijakan; 
1. Isi Kebijakan (content of policy) 
mencakup: 
 Kepentingan yang terpengaruhi 
oleh kebijakan; 
 Jenis manfaat yang dihasilkan; 
 Derajat perubahan yang diinginkan; 
  Kedudukan pembuat kebijakan; 
 Siapa pelaksana program; 
 Sumber daya yang dikerahkan. 
Sedangkan  
2. Lingkungan Kebijakan (content of 
implementation) mencakup : 
 kekuasaan, kepentingan dan 
strategi aktor yang terlibat; 
 Karateristik lembaga dan penguasa 
 kepatuhan dan daya tanggap. 
 
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN 
(PNPM MP)  
 
IMPLEMENTASI PNPM 
MANDIRI PEDESAAN, 
PENGENTASAN 
KEMISKINAN 
 
MASYARAKAT 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Implementasi Kebijakan 
2.1.1  Pengertian Implementasi 
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya 
jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat 
menghemat pengeluaran biaya.Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak 
membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan 
adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoprasionalkan jaringan 
komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya 
tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung 
dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan 
tujuan yang akan di tercapai. 
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus 
Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep 
implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 
2004:64). 
Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang 
berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 
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sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 
akibat terhadap sesuatu. 
Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat 
itu dapat berupa 
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan 
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 
kehidupan kenegaraan. 
Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan 
juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah 
:“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 
individuindividu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam 
Wahab, 2004:65) Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa 
implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan 
tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa 
dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan 
pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate 
dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas 
untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 
seharusnya tidak dilakukan. 
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Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi 
sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 
penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar 
dalam Wahab,2004:68)  
Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan 
pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk 
perintah atau keputusankeputusan yang penting atau seperti keputusan 
badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui 
sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, 
kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 
seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 
2.1.2  Pengertian Kebijakan 
Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa 
Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa 
istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. 
Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan 
berasal dari kata “wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan 
berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan 
pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan 
mencangkup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk 
konteks politik. 
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Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan 
kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan 
oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya 
masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam 
Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson 
merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang 
berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. 
Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh 
Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada 
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 
mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3). 
Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan 
umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun 
pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus 
mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang 
diinginkan. 
Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila 
kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala 
ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu 
mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. 
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2.1.3  Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang 
dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: 
“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 
teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna 
meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam 
Winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang 
telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi 
pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu 
apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau 
tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 
Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan 
untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikan-
nya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan 
derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh 
karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho 
merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung 
mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui 
formulasi kebijakan. 
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2.2. Konsep kebijakan dan implementasi kebijakan publik  
Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu 
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut 
tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-
lain (Dunn, 1994).  
Kebijakan publik (Public policy) menurut Thomas R Dye (1978) 
adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan (whatever government choose to do or not to do). Apabila 
pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan 
kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, 
bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. 
Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk 
kebijakan negara mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan 
”sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.  
Anderson (1984) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu 
tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau 
sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson (1984), 
mengklasifikasikan kebijakan/policy menjadi dua; yakni substansif dan 
prosedural. Kebijakan subtantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh 
pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana 
kebijakan tersebut diselenggarakan.Dengan demikian, yang dimaksud 
dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah merupakan suatu 
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rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan 
dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat 
mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi/negara.  
Implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam 
proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan 
dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah 
dirumuskan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itulah implementasi 
kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. 
Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian pentahapan 
dalam kebijakan publik, disamping formulasi kebijakan, penilaian 
kebijakan dan lain-lain (Dunn, 2004). Selanjutnya Van Meter dan Van 
Horn dalam Solichin (2002) merumuskan implementasi kebijakan adalah: 
“Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed 
at the achievement of objectives set forth in prior policy dicisions”.  
Melihat pengertian di atas, nampaklah bahwa implementasi 
kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-
badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 
melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi 
dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 
perilaku dari semua pihak yang terlibat. 
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar 
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 
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politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, 
melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa 
yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Oleh karena 
itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.  
Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru 
akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program 
kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk 
mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan 
kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai 
dengan pandangan Van Meter dan Horn (dalam Grindle 1980) bahwa 
tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah 
yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.  
Relevan dengan itu, George Edwards III (1980) mengemukakan 
ada empat hal yuang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi 
kebijakan, yaitu komunikasi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Keempat faktor ini apabila dapat dikondisikan dengan baik terutama 
aparat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan (masyarakat) maka 
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih maksimal. 18  
Dengan melihat berbagai konsepsi dan pendapat tentang 
implementasi kebijakan di atas, maka dapatlah ditegaskan bahwa yang 
dimaksudkan dengan implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah 
merupakan suatu tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah 
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dirumuskan dalam suatu program yang dapat membantu dalam 
pencapaian suatu tujuan. Dalam hal ini implementasi kebijakan PNPM 
Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kec. Lembang Kab. Pinrang. 
 
2.3.  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
2.3.1  Pengertian PNPM Mandiri 
PNPM adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri 
diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 
April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan 
scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program 
penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri 
digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program 
penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada 
saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan 
masyarakat (community development) sebagai pendekatan 
operasionalnya. 
Berdasarkan website resmi PNPM Mandiri Perdesaan, sebelum 
diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-
program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan 
konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai 
pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di 
masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa 
Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. 
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Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 
Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir 
generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan 
pemberdayaan masyarakat lainnya adalah: PPK (Program 
Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam 
Negeri-1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) 
yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum-1999, PEMP 
(Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan 
Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 
yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program 
tersebut berjalan sendiri sendiri menurut kebijakan Departemen yang 
bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
(PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu program 
pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah 
kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM 
Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan 
sejak 1998-2007. 
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat 
didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, 
mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam 
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penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di 
desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. 
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan 
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/ 
Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan 
yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
swadaya masyarakat dan partisipasi dari dunia usaha. 
2.3.2  Visi dan Misi PNPM-Mandiri Perdesaan 
Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 
perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar 
masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk 
memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu 
mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber 
daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan misi: 
a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 
b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 
c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local 
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial 
dasar dan ekonomi masyarakat. 
e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan 
2.3.3  Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan 
Secara umum, tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah 
meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di 
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perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan 
keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
Tujuan khusus meliputi: 
a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya 
masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam 
pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan pelestarian pembangunan 
b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 
mendayagunakan sumber daya local 
c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam 
memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif 
d) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang 
diprioritaskan oleh masyarakat 
e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir 
f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama 
Antar Desa (BKAD) 
g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 
PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan 
partisipatif yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama 
pembangunan (bottom up). Prinsip atau Nilai Dasar diyakini mampu 
mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Prinsip – prinsip 
itu meliputi : 
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a. Bertumpu pada pembangunan manusia 
Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah 
masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak 
langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada 
pembangunan fisik semata. 
b.  Otonomi 
Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan 
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung 
jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 
c. Desentralisasi 
Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas 
kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan 
sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 
d. Berorientasi pada masyarakat miskin 
Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala 
keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 
e. Partisipasi 
Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 
dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, 
mulai dari tahap sosialisasi,perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 
pikiran, atau dalam bentuk material. 
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f. Kesetaraan dan keadilan gender 
Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik 
laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam 
perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati 
manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam 
pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 
g. Demokratis 
Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan 
pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 
h. Transparansi dan Akuntabel 
Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki 
akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan 
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
moral, teknis, legal, maupun administratif. 
i. Prioritas 
Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang 
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan 
kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 
j. Keberlanjutan 
Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan 
keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pemeliharaan 
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. 
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2.3.4  Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan 
Berdasarkan website resmi PNPM Mandiri Perdesaan, Lokasi 
sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan 
di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan 
tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah 
dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Kelompok sasaran PNPM Masndiri 
Perdesaan adalah : 
a. Masyarakat miskin di perdesaan, 
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, 
c. Kelembagaan pemerintahan lokal. (PNPM, 2012). 
 
2.3.5  Pendanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat 
bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, 
dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan 
kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber 
dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Sumber 
dana berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
c. Swadaya masyarakat 
d. Partisipasi dunia usaha (PNPM, 2012). 
2.3.6  Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan 
Berdasarkan website resmi PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM-
Perdesaan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat dari 
24 
berbagai lapisan dalam setiap tahapan kegiatan. Mulai dari proses 
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan 
pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, sampai pada upaya pelestarian 
hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasinya. Ini menunjukkan bahwa, 
seluruh usulan yang didanai program merupakan usulan masyarakat, 
yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai prioritas kebutuhannya saat 
itu. 
PNPM-Perdesaan memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan melalui upaya-upaya pemberdayaan 
masyarakat/ kelembagaan lokal di perdesaan melalui tahapan kegiatan 
berikut: 
a) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Program : melalui forum-
forum pertemuan masyarakat khusus program (Musyawarah 
Desa dan Musyawarah Antar-Desa) maupun forum-forum lain 
yang telah ada di masyarakat. Di setiap desa dilengkapi Papan 
Informasi sebagai media informasi dan transparansi. 
b) Proses Partisipatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 
Pemetaan Sosial: Masyarakat difasilitasi untuk menentukan 
kriteria masyarakat kurang mampu dan kategori rumah tangga 
miskin atau sangat miskin; membuat peta sosial dusun yang 
mencakup potensi, masalah dan keterbatasan sumberdaya 
alam, manusia dan potensi lain. Peta Sosial Dusun merupakan 
cikal bakal Peta Sosial Desa. 
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c) Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun dan Desa : melalui 
musyawarah desa, masyarakat memilih Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD) sebagai pendamping dalam proses 
perencanaan. KPMD memfasilitasi pertemuan kelompok di 
dusun dan desa, untuk melakukan penggalian gagasan 
berdasarkan Peta Sosial Dusun/ Desa. Warga difasilitasi 
"Menggagas Masa Depan Desa" (MMDD). Gagasan 
masyarakat merupakan pengembangan potensi atau solusi dari 
masalah yang dipetakan dalam Peta Sosial Dusun/ Desa. 
Gagasan tersebut diwujudkan dalam proposal yang ditulis oleh 
Tim Penulis Usulan (TPU), yang beranggotakan warga desa. 
Gagasan-gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 
d) Seleksi Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan: Warga desa 
bermusyawarah untuk memutuskan usulan desa. Musyawarah 
terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri 
dan memutuskan usulan desa yang diajukan untuk didanai 
program. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan 
didanai, diambil dalam forum Musyawarah Antar-Desa yang 
dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa. Prioritas usulan 
dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim 
Verifikasi (TV), yang beranggotakan masyarakat desa yang 
dipilih karena memiliki keahlian tertentu. Usulan masyarakat 
yang belum terdanai akan menjadi bahan dalam Forum Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak lain yang 
berkomitmen untuk mendanainya. 
e) Masyarakat Melaksanakan Kegiatan: Dalam forum 
musyawarah, masyarakat memilih anggotanya menjadi Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan di desa 
mereka. Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi 
masyarakat dan pelaku program di setiap jenjang dalam 
mendesain kegiatan/ prasarana, anggaran, supervisi 
pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/ 
peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas-sektoral. Para 
pekerja/ penerima manfaat berasal dari desa yang 
bersangkutan. 
f) Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan: Selama pelaksanaan 
kegiatan, TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan dalam 
pertemuan terbuka di desa (setiap akan mencairkan dana tahap 
berikutnya dan saat kegiatan usai). Masyarakat diajak untuk 
memantau dan mengawasi jalannya kegiatan. 
g) Pemeliharaan dan Keberlanjutan: Hasil kegiatan dikelola dan 
dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat 
melalui kelompok pengelola yang dipilih. Sebelum 
melaksanakan tugasnya kelompok masyarakat ini dibekali 
dengan sejumlah pelatihan. 
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2.4. Kemiskinan  
Fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh 
umat manusia sepanjang masa. Kemiskinan menyebabkan kualitas 
kehidupan seseorang terjerembab dalam limbah kesengsaraan hidup baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemiskinan menurut pengertian dalam 
Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana orang-orang yang 
tidak memiliki harta atau memiliki kekurangan dalam hidup karena 
penghasilan yang sangat rendah (Badudu, 1994 : 9013)  
Kemiskinan menurut Todaro dalam Yuliadi (2007 : 156) adalah 
fenomena sosial ekonomi yang selalu diikuti dengan persoalan 
kesenjangan sosial, dimana pada sisi lain ada sebagian kecil dari 
masyarakat yang tingkat pendapatannya relatif cukup tinggi dan ada 
sebagian dari masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat 
rendah.Secara konseptual menurut Yuliadi (2007 : 157) kemiskinan 
disebabkan oleh tiga faktor yaitu:  
a. Faktor individual. Kemiskinan dapat terjadi jika masyarakat tidak 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam 
meningkatkan produktivitas kerja. Keterbatasan kemampuan ini 
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan 
lapangan pekerjaan yang berdampak pada kurangnya 
pendapatan yang diterima yang secara langsung berpengaruh 
terhadap ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari atau dengan kata lain hidup dalam kekurangan 
(miskin).  
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b. Faktor kultural. Kemiskinan terkait dengan persepsi masyarakat 
yang menggunakan nilai-nilai tradisional ditengah persaingan 
global. Kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan biasanya 
menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau 
mentalitas.  
c. Faktor struktrual. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak 
adil menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi 
miskin. Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap sebagian 
kecil masyarakat dalam aktivitas pembangunan menyebabkan 
struktur masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan 
masyarakat kaya semakin memiliki kekuasaan atau monopoli 
dalam kegiatan pembanguan.  
Ada berbagai variasi defenisi dan klarifikasi mengenai kemiskinan 
yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi, salah satunya David 
Cox (dalam Seabrook, 2006: 31) membagi kemiskinan kedalam beberapa 
dimensi:  
1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi 
menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya 
adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara 
berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan 
dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.  
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan 
subsisten yaitu kemiskinan akibat rendahnya pembangunan, 
kemiskinan pedesaan yaitu kemiskinan akibat peminggiran 
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pedesaan dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan 
yaitu kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan 
pertumbuhan perkotaan.  
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, 
anak-anak, dan kelompok minoritas.  
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat 
kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si 
miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, 
dan tingginya jumlah penduduk. 
Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis 
nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, 
yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah 
yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan 
makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-
makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, 
transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.Kemiskinan dilihat dari 
sisi poverty profile masyarakat. Kemiskinan tidak hanya menyangkut 
persoalan kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan menyangkut 
persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada 
berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya 
untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya 
akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya 
kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya. 
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Teori kemiskinan budaya yang dikemukakan Oscar Lewis, 
misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat 
adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, 
seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja 
dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang 
yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang 
dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. 
Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. 
Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan 
ketidakmauan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan 
sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan 
yang memungkinkan simiskin dapat bekerja  
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dipandang 
dari sisi kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok semata sebagai akibat 
kerentanan dan ketidakberdayaan seperti yang selama ini banyak 
didefinisikan dalam kebijakan-kebijakan tentang pengentasannya. 
Kemiskinan juga harus dipandang dari pengertian kemiskinan relatif 
sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi terhadap akar 
permasalahan kemiskinan itu sendiri. 
 
2.5  Upaya pengentasan kemiskinan  
Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan 
melalui berbagai kebijakan dan program pemberian bantuan kepada 
masyarakat, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), subsidi BBM, Program P2KP, pemberian beras 
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murah dan pengobatan gratis, Program Pengembangan Kecamatan 
(PPK), Program PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya yang 
pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.  
Keberhasilan program pengentasan kemikinan ini sangat terkait 
dengan ketepatan dalam identifikasi target group dan target area. Target 
group menyangkut identifkasi mengenai kriteria dan karakteristik 
seseorang atau rumah tangga miskin dan daerah mana yang termasuk 
dalam kategori miskin. Untuk itu perlu dilakukan program yang dapat 
melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikenal 
dengan program pemberdayaan masyarakat.  
Dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan Hikmat (2004 : 15-16) 
menegaskan ada tiga dasar untuk melakukan perubahan struktural dan 
normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:  
a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah 
pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung 
usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan 
memecahkan masalah kemiskinan ditingkat individual, keluarga 
dan komunitas.  
b. Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi 
menurut kaidah sistem organisasi.  
c. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang 
diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah 
pemilikan dan pengendalian lokal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tipe Penelitian  
Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif dimana dalam proses 
penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif guna mengetahui 
ataupun menggambarkan kenyataan dari yang diteliti sehingga dapat 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang bersifat objektif untuk 
mengetahui dan memahami pelaksanaan program nasional 
pemberdayaan masyarakat di kecamatan lembang kabupaten pinrang. 
 
3.2 Jenis penelitian  
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif 
dimana peneliti mengangkat kasus pemberian bantuan kepada 
masyarakat miskin melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. 
Lembang Kab. Pinrang. Untuk itu masyarakat yang tergabung dalam 
PKBM di Kec. Lembang menjadi sumber data utama untuk 
mengungkapkan masalah implementasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Pinrang.  
 
3.3 Lokasi dan waktu penelitian  
Penelitian ini akan dilakukan diwilayah Kecamatan Lembang  
Kabupaten Pinrang khususnya instansi-instansi yang terlibat dalam 
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan pada anggota masyarakat 
miskin yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan yang telah 
menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang Kab. 
Pinrang. 
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3.4 Instrumen penelitian  
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Dengan demikian maka perencanaan, pengambilan data, analisis dan 
penafsiran data, dan penulisan laporan hasil penelitian ditangani oleh 
peneliti sendiri. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, digunakan 
alat bantu seperti alat perekam suara (tape recorder), perekam peristiwa 
(camera), alat tulis, dan pedoman observasi/wawancara.  
Pengembangan instrumen penelitian berdasarkan fokus penelitian 
yang ada dan menjadi dasar dalam mengembangkan pedoman 
wawancara. Instrumen penelitian ini menjadi panduan pada saat 
mengambil data melalui wawancara mendalam, sehingga peneliti tidak 
salah dalam mengambil data atau informasi yang terkait dengan fokus 
penelitian. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Observasi. 
Peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
kegiatan masyarakat miskin yang menerima bantuan PNPM Mandiri 
Perdesaan khususnya masyarakat yang tergabung dalam PKBM di Kec. 
Lembang Kab. Pinrang. Proses pengamatan berlangsung dari awal 
dimana peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian, pada saat 
mengumpulkan data sampai pada waktu penyusunan laporan akhir hasil 
penelitian. 
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b. Wawancara mendalam 
Wawancara akan dilakukan terhadap para informan yang terkait 
dan mengetahui secara langsung berbagai informasi yang diperlukan 
dalam penelitian ini. Oleh karena itu telah dipilih beberapa informan yang 
diwawancarai secara mendalam dan dilakukan pengamatan terhadap 
aktivitas masyarakat  dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. 
Lembang Kab. Pinrang. 
c. Dokumentasi 
Tahapan ini adalah tahapan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai dokumen, peraturan, petunjuk teknis maupun administrasi yang 
dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang Kab. 
Pinrang. Berbagai informasi yang terjaring lewat dokumen-dokumen ini 
dijadikan sebagai pembanding utama data yang diperoleh peneliti melalui 
observasi dan wawancara mendalam, sehingga diharapkan data yang 
disajikan tepat dan akurat. 
 
3.6  Jenis dan Sumber data  
Sumber data dalam penelitian ini meliputi :  
a. Sumber data primer terdiri dari:  
1) Fasilitator/Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat 
Kabupaten. 
2) Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan.  
3) Camat dan Kepala Desa yang menjadi sasaran program 
PNPM Mandiri Perdesaamn di Kec. Lembang Kab. Pinrang.  
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4) Ketua dan anggota kelompok masyarakat yang memperoleh 
bantuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. 
Lembang Kab. Pinrang.  
b. Sumber data sekunder yaitu semua data dan dokumentasi dari 
lokasi penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.  
 
3.7. Teknik analisis data 
Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
mengolah dan menganalisis data. Dengan analisis kualitatif, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif.  
Untuk keperluan evaluasi kebijakan publik oleh Wayne Parson 
(2008: 1) mengemukakan dua pendekatan yang bisa digunakan, yakni: 
1. Analysis of the policy process, berkaitan dengan bagaimana 
masalah kebijakan dirumuskan, bagaimana agenda kebijakan 
ditentukan, bagaimana suatu kebijakan itu dirumuskan, 
bagaimana keputusan kebijakan itu diambil, dan bagaimana 
kebijakan itu dilaksanakan dan dievaluasi 
2. Berikut adalah analysis in and for the policy process berkaitan 
dengan penggunaan teknik-teknik analitik, riset, advokasi dalam 
perumusan masalah kebijakan, pengambilan keputusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
Sejalan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 
kedua. Hal tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus 
penelitian yakni evaluasi program. Selain itu, pendekatan ini juga relevan 
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untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain 
tidak memerlukan sasaran kontrol yang dipersiapkan sejak awal 
pelaksanaan suatu program. 
Untuk mendukung pendekatan tersebut, maka teknik yang 
digunakan adalah input and output performance model. Teknik ini 
dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan lebih 
menekankan pada pencapaian hasil pelaksanaan kebijakan. Menurut 
Widodo (2009: 138) teknik ini membedakan indikator kinerja kebijakan 
menjadi 6 (enam) yakni input, process, outputs, outcomes, benefits dan 
impact. 
Untuk menghindari bias dalam analisis data, maka tahap awal 
dilakukan reduksi data. Artinya data-data yang tidak bersesuaian dengan 
masalah yang diteliti akan diabaikan, sedang data yang bersesuaian 
dikelompokkan secara tematik untuk selanjutnya dianalisis hubungan-
hubungan dari data-data tersebut. 
Data-data yang dikelompokkan secara tematik tersebut disajikan 
sesuai dengan temannya masing-masing. Seperti yang berkaitan dengan 
perencanaan pemberdayaan masyarakat , bentuk pelaksanaan dari 
perencanaan pemberdayaan masyarakat  tersebut serta pencapaian dari 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 
Selanjutnya dilakukan analisis sejalan dengan rumusan masalah. 
Analisis tersebut menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Analisis dampak program 
Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara situasi, 
kondisi dan keadaan penduduk yang menjadi sasaran program 
pemberdayaan masyarakat pesisir antara sebelum dan setelah 
diselenggarakannya program tersebut. 
2. Pendekatan program PNPM  
a. Kelembagaan Bahwa untuk memperkuat posisi tawar 
masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu 
kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan 
tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini 
juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara 
pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat 
menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dan 
produktif antara kelompok lainnya. 
b. Pendampingan. Keberadaan pendampingan memang dirasakan 
sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. 
Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena 
kekurangan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan karena 
kekurangtahuan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang 
rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan 
mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat 
paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari 
itu semua, peran pendampingan sangatlah vital terutama 
mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. 
Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah 
menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat 
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pula.  
c. Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PNPM juga 
disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif 
yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah 
kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus 
menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok 
masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan 
pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga 
yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitas 
pemerintah setempat dan tenaga pendampingan  
3. Evaluasi program 
a. Efektivitas 
Kriteria efektivitas diukur dengan membandingkan antara target 
sasaran dengan realisasi sasaran dari masing-masing program 
pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan cara ini, maka kriteria 
efektivitas dipolarisasi sebagai berikut: 
1) Kriteria efektivitas tergolong baik, jika target sasaran yang 
dicapai sama atau melebihi target sasaran yang direncanakan. 
2) Kriteria efektivitas tergolong sedang, jika target sasaran yang 
dicapai lebih kecil dari target sasaran yang direncanakan. 
3) Kriteria efektivitas tergolong buruk, jika target sasaran sama 
sekali tidak terealisasi. 
b. Efisiensi 
Kriteria efisiensi diukur dengan membandingkan antara rencana 
anggaran dengan realisasi anggaran dihubungkan dengan pencapaian 
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target sasaran program (efektivitas). Dengan cara ini, maka kriteria 
efisiensi tersebut dipolarisasi sebagai berikut: 
1) Kriteria efisiensi tergolong baik, jika target sasaran tercapai, 
dengan realisasi biaya yang lebih kecil dari rencana. 
2) Kriteria efisiensi tergolong sedang, jika target sasaran tercapai 
dengan realisasi biaya yang sama dengan rencana. 
3) Kriteria efisiensi tergolong buruk, jika target sasaran tidak 
tercapai dengan realisasi biaya sama atau melebihi dari 
rencana. 
c. Kecukupan 
Kriteria kecukupan diukur berdasar pada pencapaian sasaran 
program dihubungkan dengan dampaknya terhadap perubahan kondisi 
dan situasi penduduk pesisir pantai yang menjadi sasaran program. 
Dengan cara ini maka polarisasi kriteria kecukupan dapat berbentuk 
sebagai berikut: 
1) Kriteria kecukupan tergolong baik, jika sasaran program tercapai 
dan mengentaskan penduduk miskin di pesisir pantai. 
2) Kriteria kecukupan tergolong sedang, jika sasaran program 
tercapai namun tidak mengentaskan penduduk masyarakat di 
pesisir pantai dari kemiskinannya. 
3) Kriteria kecukupan tergolong buruk, jika sasaran program tidak 
tercapai dan tidak mengentaskan penduduk masyarakat miskin 
di pesisir pantai dari kemiskinannya. 
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d. Perataan 
Kriteria perataan dinilai dengan tekanan pada distribusi biaya dan 
manfaat kepada kelompok-kelompok penduduk masyarakat pesisir yang 
semestinya menjadi sasaran program. Kriteria ini diukur dengan cara 
membandingkan antara penduduk masyarakat pesisir yang tersentuh oleh 
program dengan keseluruhan penduduk yang miskin yang ada dalam 
kurun waktu diselenggarakannya program. Dengan cara tersebut maka 
kriteria perataan akan dipolarisasi sebagai berikut: 
1) Kriteria perataan tergolong baik, jika keseluruhan program dapat 
menyentuh penduduk miskin di atas 20 %. 
2) Kriteria perataan tergolong sedang, jika keseluruhan program 
dapat menyentuh penduduk miskin antara 10% sampai dengan 
19%. 
3) Kriteria perataan tergolong buruk, jika keseluruhan program 
hanya menyentuh penduduk miskin di bawah dari 10 %. 
e. Responsivitas 
Kriteria responsivitas menekankan pada aspek kepuasan penduduk 
miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kriteria ini diukur dengan 
cara mensimplifikasi tanggapan kelompok sasaran terhadap apa yang 
mereka peroleh dalam bentuk manfaat atau nilai tertentu dihubungkan 
dengan pemecahan masalah pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. 
Dengan cara tersebut maka kriteria responsivitas akan dipolarisasi 
sebagai berikut: 
1) Kriteria responsivitas tergolong baik, jika kelompok sasaran 
merasa memperoleh manfaat atau nilai tertentu dan manfaat 
atau nilai tersebut dapat mengatasi pemberdayaan masyarakat 
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pesisir pantai. 
2) Kriteria responsivitas tergolong sedang, jika kelompok sasaran 
merasa memperoleh manfaat atau nilai tertentu walaupun 
manfaat atau nilai tersebut belum dapat memecahkan masalah 
pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. 
3) Kriteria responsivitas tergolong buruk, jika kelompok sasaran 
merasa tidak memperoleh manfaat atau nilai tertentu dan 
sekaligus tidak dapat memecahkan masalah pemberdayaan 
masyarakat pesisir pantai. 
f. Ketepatan 
Kriteria ketepatan menekankan pada aspek pencapaian tujuan 
program. Kriteria ini diukur berdasar kegunaan atas manfaat atau nilai 
yang diperoleh dihubungkan dengan dampak lanjutan dari manfaat atau 
nilai tersebut. Dengan cara tersebut maka kriteria ketepatan akan 
dipolarisasi sebagai berikut: 
1) Kriteria ketepatan tergolong baik, jika kelompok sasaran merasa 
memperoleh manfaat atau nilai tertentu dan manfaat atau nilai 
tersebut berguna bagi mereka. 
2) Kriteria ketepatan tergolong sedang, jika kelompok sasaran 
merasa memperoleh manfaat atau nilai tertentu walaupun 
manfaat atau nilai tersebut belum dapat digunakan untuk 
kehidupannya. 
3) Kriteria ketepatan tergolong buruk, jika kelompok sasaran 
merasa tidak memperoleh manfaat atau nilai tertentu dan 
sekaligus tidak berguna bagi kehidupannya. 
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3.8  Definisi Konseptual dan Operasional 
Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, 
maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini 
yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator serta perlunya 
identifikasi dan definisi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, 
sebagai berikut : 
1) Implementasi kebijakan adalah merupakan salah satu mata 
rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan 
setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka 
suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak bermakna. 
Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai 
kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. 
Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian 
pentahapan dalam kebijakan publik, disamping formulasi 
kebijakan, penilaian kebijakan dan lain-lain. 
2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ 
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu 
maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan 
terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan 
kesejahteraannya. 
3) PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud 
kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Ada pun indikator yang mempengaruhi kinerja 
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implementasi program pemberdayaan (PNPM Mandiri 
Pedesaan) menurut teori Merilee S. Grindle ( 1995 ) : 
 Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat 
dalam isi kebijakan oleh karenanya masyarakat diharapkan 
dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan yang 
dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. 
 Jenis manfaat yang diterima oleh target group. apakah letak 
sebuah program sudah tepat sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan sesuai dengan 
potensi yang ada. 
 Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, 
untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan 
pelaksanaan program yang telah drencanakan. 
 Letak pengambilan keputusan, yaitu bagaimana mekanisme 
pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh 
pelaksana program. 
 Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan. Implementasi 
kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya 
manusia (human resources) maupun sumberdaya non-
manusia (non-human resourse).  
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pembangunan dalam hal ini adalah hal-hal yang secara 
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 
pelaksanaan pembangunan dalam program pemberdayaan 
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masyarakat (PNPM Mandiri Pedesaan), baik itu berasal dari 
dalam masyarakat (faktor internal) maupun yang berasal dari 
luar (faktor eksternal). yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor internal 
 Faktor kesadaran masyarakat 
 Tingkat pendidikan masyarakat 
 Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat 
2. Faktor eksternal 
 Peran serta pemerintah daerah  
 Kondisi Geografis Wilayah 
 Fasilitas atau peralatan 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Kecamatan Lembang 
4.1.1  Letak Geografi 
Kecamatan Lembang merupakan salah satu dari 12 kecamatan 
yang berada di Kabupaten Pinrang dengan ibukota kecamatan di 
Kelurahan Tadokkong dengan luas wilayah 733,09 Km2 yang wilayahnya 
berbatasan langsung dengan; 
 Sebelah Utara   : Kabupaten Tana Toraja; 
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Duampanua dan  
      Kecamatan Batu Lappa; 
 Sebelah Timur   : Kabupaten Enrekang; 
 Sebelah Barat   : Selat Makassar dan Provinsi  
      Sulawesi Barat. 
Menurut jaraknya letak masing masing desa/kelurahan ke Ibukota 
Kecamatan berkisar 1-50 km, untuk jarak terjauh adalah Desa Basseang 
yaitu sekitar 50 km,sedangkan untuk jarak terdekat adalah kelurahan 
tadokkong.Jarak Kecamatan Lembang dari ibukota Kabupaten Pinrang 
adalah± 37 km, dan terletak ± 220 km dari kota Makassar ibukota Provinsi 
Sulawesi selatan. Kecamatan Lembang ini terdiri dari 14 Desa dan 2 
Kelurahan dengan jumlah penduduk 39.077 jiwa dengan 9.213 KK.mata 
pencaharian sebagian warga adalah pertanian,nelayan,selain itu adapula 
yang bekerja sebagai pegawai,ABRI,pedagang dan Wiraswasta. 
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Pembagian wilayah menurut desa di Kecamatan Lembang dapat 
di lihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 Luas Kelurahan/Desa di Kecamatan Lembang 
No Kelurahan/Desa (Luas) km2 
J A R A K (Km) 
Dari Ibukota 
Kecamatan 
Dari Ibukota 
Kabupaten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Tadokkong 
Betteng 
Binanga Karaeng 
Rajang 
Letta 
Ulu Saddang 
Suppirang 
Basseang 
Kariango 
Benteng Paremba 
Pakeng 
Lembang Mesakada 
Sali Sali 
Sabbangparu 
38,70 
57,76 
24,12 
45,07 
17,12 
130,64 
13,59 
103,31 
21,89 
40,00 
41,57 
135,00 
53,00 
11,32 
1 
5 
4 
13 
42 
21 
60 
54 
43 
14 
9 
34 
24 
6 
37 
41 
42 
42 
67 
64 
96 
91 
79 
48 
41 
71 
61 
39 
 Total 733,09   
Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2013 
Dari tabel di atas luas wilayah menurut desa di Kecamatan 
Lembang sangatlah beragam. Desa Lembang Mesakada merupakan desa 
yang terluas dari desa yang lain yang ada di Kecamatan Lembang yaitu 
dengan luas wilayah 135,00 km2, sementara Desa Sabbang Paru adalah 
desa yang paling kecil dengan luas wilyahnya di Kecamatan Lembang 
yaitu dengan luas wilayah 11,32 km2. Kecamatan Lembang di pengaruhi 
oleh 2 musim pada satu periode yang sama yaitu musim hujan dan musim 
kemarau, serta di pengaruhi oleh musim sektor barat dan lebih dikenal 
dengan sektor peralihan. Di mana puncak hujan hujan jatuh pada bulan 
April dan Oktober. Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A 
dan B (daerah basah) suhu rata-rata normal 2700 C dengan kelembaban 
udara kurang lebih 80% sampai 85%. 
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Jenis tanah di Kecamatan Lembang terdiri dari beberapa jenis 
tanah, diantaranya tanah alluvial gromosol, regesal brown forest dan 
podsolik. Jenis tanah yang menempati ruang terbesar di Kecamatan 
Lembang menyusul tanah regosol dan tanah gromosol. 
4.1.2 Keadaan Penduduk 
Kecamatan Lembang yang mempunyai luas wilayah 733,09 km2, 
mempunyai jumlah penduduk 38.761jiwa dan jumlah kepala keluarga 
8.274kepala keluarga yang tersebar pada 14 Kelurahan/ Desa. Desa yang 
terluas adalah Desa Lembang Mesakada dengan luas wilayah 135,00 
km2,  sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Sabbang 
Paru. Sementara desa yang paling padat penduduknya adalah Desa 
Sabbang Parudengan jumlah penduduk 533 jiwa/11,32 km2, sedangkan 
yang paling jarang penduduknya adalah Desa Basseng dengan jumlah 
penduduk 266jiwa/103,31 km2. 
Pembagian penduduk menurut desa, jenis kelamin dan banyaknya 
kepala keluarga di Kecamatan Lembang dapat di lihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.2 Pembagian Penduduk Menurut Kelurahan/Desa, Jenis Kelamin, 
dan Kepala Keluarga di Kecamatan Lembang Tahun 2013 
No Keluraha/Desa Laki-laki Perempuan Jumlah KK 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Tadokkong 
Betteng 
Binanga Karaeng 
Rajang 
Letta 
Ulu Saddang 
Suppirang 
Basseang 
Kariango 
Benteng Paremba 
Pakeng 
Lembang Mesakada 
Sali Sali 
Sabbangparu 
2363 
1343 
2119 
2010 
427 
1712 
1046 
743 
579 
1385 
1148 
2115 
844 
1231 
2603 
1335 
2382 
2084 
429 
1702 
958 
675 
675 
1362 
1268 
2052 
845 
1326 
4966 
2678 
4501 
4094 
856 
3414 
2004 
1418 
1254 
2747 
2416 
4167 
1689 
2557 
1060 
543 
940 
864 
190 
787 
479 
266 
292 
558 
502 
907 
353 
533 
 Total 19065 19696 38761 8274 
Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2013 
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Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga, harus 
didukung oleh mata pencaharian keluarga yang baik dan tangguh, dalam 
artian bahwa penghasilan keluarga dapat menjamin kesejahteraan 
keluarga itu sendiri. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Lembang 
sebagian besar adalah bertani, berkebun, nelayan, pedagang, wiraswasta, 
PNS, polisi, ABRI dan lain-lain. Namun sebagian besar para PNS yang 
ada juga melakukan pekerjaan sampingan yaitu bertani dan berkebun. Hal 
ini disebabkan mereka mempunyai lahan untuk bertani dan kebun untuk 
mereka kelolah. 
4.1.3  Kondisi Sosial dan Budaya 
Kehidupan  masyarakat Kecamatan Lembang ini didasarkan pada 
prinsip rasa persaudaraan tinggi yang ditandai dengan ikatan 
kekeluargaan yang erat dan persatuan yang kuat. Masyarakatnya memiliki 
unsur gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dapat 
dimengerti karena penduduknya saling mengenal betul satu sama lain 
seolah-olah mereka mengenal dirinya sendiri. Walaupun terdapat 
perbedaan dari segi agama, ekonomi dan pendidikan. Penduduk di 
Kecamatan Lembang mayoritas memeluk agama islam dengan jumlah 
sebanyak 32.291 jiwa, agama katolik sekitar 4.544 jiwa, protestan sekitar 
1.688 jiwa, dan lainnya 238 jiwa. Untuk lebih rinci dapat di lihat pada tabel 
4.3  sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tiap Kelurahan/Desa di 
Kecamatan Lembang Tahun 2013 
No Kelurahan/Desa 
Agama 
Jumlah 
Islam Katolik Protestan 
Hindu/
Budha 
Lainnya 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Tadokkong 
Betteng 
Binanga Karaeng 
Rajang 
Letta 
Ulu Saddang 
Suppirang 
Basseang 
Kariango 
Benteng Paremba 
Pakeng 
Lembang Mesakada 
Sali Sali 
Sabbangparu 
4913 
2678 
4447 
4094 
853 
3402 
239 
1418 
1253 
2520 
2416 
718 
800 
2540 
29 
- 
54 
- 
- 
12 
1608 
- 
- 
227 
- 
2395 
202 
17 
28 
- 
- 
- 
- 
- 
157 
- 
- 
- 
- 
816 
687 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
238 
- 
- 
4970 
2678 
4501 
4094 
853 
3414 
2004 
1418 
1253 
2747 
2416 
4167 
1689 
2557 
  32291 4544 1688 - 238 38761 
Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2013 
 
4.1.4 Kondisi Pendidikan 
Salah satu faktor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia adalah dalam melalui sektor pendidikan, yaitu 
peningkatan mutu masyarakat dalam membantu dan menguasai 
pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diupayakan melalui peningkatan 
mutu pendidikan itu sendiri dan membuka seluas-luasnya kesempatan 
bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Serta bagaimana 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah hingga 
perguruan tinggi. 
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal yang mulai 
dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi masih 
dalam kondisi memprihatinkan, karena sarana dan prasarana pendidikan 
untuk semua jenjang pendidikan baru beberapa saja yang memadai. 
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Ditambah dengan akses menuju tempat sekolah juga cukup jauh dan 
memiliki hambatan. 
Adapaun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan 
Lembang adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah yang Ada di Kecamatan Lembang 
Tahun 2013 
No Tingkat Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
TK 
SD 
SMP 
SMA 
SMK 
Perguruan Tinggi 
15 
44 
5 
1 
1 
- 
- 
4 
1 
- 
- 
- 
9 
48 
6 
1 
1 
- 
 Total 66 5 65 
 Sumber: Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2013 
Berdasarkan data dari tabel 4.4 maka, dari jumlah sekolah yang 
ada di Kecamatan Lembang, hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah 
sekolah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang 
pendidikan di Kecamatan Lembang. 
Sedangkan jumlah siswa berdasarkan tingkatan pendidikan yang 
ada di Kecamatan Lembang dapat kita lihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.5 
Jumlah Siswa/Peserta Didik di Kecamatan Lembang Tahun 2010 
 
No Tingkat Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
TK 
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 
340 
6962 
1535 
660 
- 
- 
404 
75 
- 
- 
340 
7366 
1610 
660 
- 
 Total 9497 479 9976 
 Sumber: Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2014 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik pada 
lembaga pendidikan di tingkat SD cukup maksimal, namun di tingkat SMP 
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dan SMA jumlah dari peserta didik semakin berkurang hal ini menjadi bukti 
bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam melanjutkan 
sekolah sampai pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. 
4.1.5 Struktur Organisasi  
Dalam suatu organisasi dengan segala aktivitasnya, meliputi 
hubungan diantara orang yang menjalankan aktivitas tersebut. Makin 
banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi makin kompleks 
juga hubungan tersebut termasuk hubungan antara masing-masing 
dengan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi, yang menjadi dasar 
adanya hubungan tersebut adalah pembagian kekuasaan (Authority) dan 
tanggung jawab (Responcibility).  
Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Camat Lembang 
Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:  
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Lembang Kab. Pinrang  
 
  
CAMAT 
SEKCAM 
SEKSI 
PELUM 
SEKSI 
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SEKSI 
PMD 
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4.1.6  Penjabaran Tugas Dan Fungsi  
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing – 
masing bagian pada kantor camat Lembang, di perlukan penjabaran yang 
jelas. Berikut deskripsi tugas dan fungsi yang ada pada Kantor Camat 
Lembang Kabupaten Pinrang.  
1. Sekretaris Kecamatan 
Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan 
Pembinaan Administrasi dan memberikan Pelayanan teknis Administrasi 
kepada seluruh satuan Organisasi Kantor Camat Lembang Kabupaten 
Pinrang. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:  
a) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaanya serta penyusunan laporan. 
b) Penyusunan Anggaran dan penatausahaan serta penyusunan 
pertanggungjawaban Keuangan. 
c) Pelaksanaan Urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan Rumah Tangga.  
2. Seksi Pemerintahan  
Mempunyai tugas melaksanakan penyelengaraan tugas-tugas 
Pemerintahan Umum, Pembinaan keagrariaan, Pembinaan Sosial Politik 
Dalam Negeri, administrasi Kependudukan serta Pembinaan 
Pemerintahan Desa. Memiliki fungsi sebagai berikut:  
a) Penyiapan bahan Penyusunan Program serta Pembinaan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan 
Desa. 
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b) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
c)  Penyiapan bahan dan Penyusunan Program serta Pembinaan 
Penyelenggaraan Sosial Politik, Idiologi, Negara Kesatuan 
Bangsa.  
d)  Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan 
penyelenggaraan keagrariaan.  
e) Pengolahan Data dan Evaluasi Data dibidang Pemerintahan.  
f)  Pelayanan Masyarakat dibidang pemerintahan.  
3. Seksi pemberdayaan masyarakat desa.  
Mempunyai tugas melakukan Pembinaan Masyarakat dibidang 
sarana dan prasarana, Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta 
Pembinaan Lingkungan Hidup. Fungsi Seksi ini adalah :  
a) Pembinaan Pembangunan sarana dan prasarana fisik, 
perekonomian, produksi distribusi.  
b) Pembinaan Perekonomian yang meliputi perbankan, 
Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Pertanian, Perindustrian, dan 
Perdagangan, usaha informal dan Kehutanan serta peningkatan 
kelancaran distribusi hasil produksi.  
c) Pembinaan lingkungan hidup.  
d) Pengolahan data dan evaluasi data dibidang Pemberdayaan 
Masyarakat.  
e)  Pelayanan Masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat.  
f) Penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemberdayaan 
Masyarakat.  
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4. Seksi Pelayanan Umum  
a) Mempunyai tugas melakukan Urusan Pelayanan Umum yang 
meliputi Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa. Dengan 
fungsi sebagai berikut:  Pembinaan Pelayanan Kekayaan dan 
Inventarisasi Desa  
b)  Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Paetanaman 
dan Sanitasi Lingkungan.  
c) Pembinaan Sarana dan Prasarana fisik Pelayanan Umum 
d)  Pembinaan Pelayanan Perizinan.  
e) Penyelengaraan rapat – rapat dinsa dan upacara.  
5. Seksi Kesejahteraan Sosial 
Mempunyai tugas mengkoordinasi Penyusunan Program dan 
Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.  
Mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan program 
penyelenggaraan:  
a) Pembinaan Pelayanan dan bantuan sosial, Pembinaan 
Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga. 
b)  Pembinaan kehidupan beragama, Pendidikan, Kebudayaan 
dan Kesehatan Masyarakat.  
c) Pengolahan Data dan Evaluasi data Bidang Kesejahteraan 
Sosial  
d)  Pelayanan Masyarakat dibidang Kesejahteraan Sosial  
e) Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Sosial.  
 
55 
6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban  
Mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban wilayah serta Pembinaan Polisi Pamong Praja. Mempunyai 
fungsi sebagai berikut :  
a) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan 
penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
wilayah  
b)  Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan 
penyelenggaraan pembinaan Aparat ketertiban dan Polisi 
Pamong Praja  
c) Pengolahan Data dan Evaluasi Data di bidang Ketentraman dan 
Ketertiban Wilayah.  
d) Pelayanan Masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban 
Wilayah.  
e) Penyelenggara Kegiatan Administrasi Perlindungan Masyarakat.  
 
4.2  Gambaran Umum PNPM di Kec. Lembang Kab. Pinrang  
Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan 
sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku 
utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan 
pelaku-pelaku lainnya yang terdiri dari aparat dan konsultan di tingkat 
desa, kecamatan, dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, 
pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan 
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan 
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secara benar dan konsisten.Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa 
terdiri Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK), Ketua TPK, Sekretaris Bendahara, Tim Penulis Usulan 
(TPU), Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 
(KPM-D/K) dengan tugas sebagai berikut:  
1. Kepala desa  
Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali 
kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 
desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan 
dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur 
PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta 
pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang 
telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam 
pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.  
Kepala desa memiliki tugas sebagai berikut:  
a) Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di 
wilayahnya,  
b)  Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam 
MAD  
c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di 
desa  
d) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan hasil pendataan RTM 
setiap dusun  
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e) Membantu dan mendorong adanya MMDD dan proses 
penyusunan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lainnya di 
tingkat desa,  
f) Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perdesaan.  
g) Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik fisik, administrasi dan 
keuangan,  
h) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: 
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat 
Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), dan Surat 
Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).  
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau sebutan 
lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap 
tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, 
pelaksanaan dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam 
melegalisasi atau mengesyahkan peraturan desa yang berkaitan dengan 
pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.  
BPD memiliki tugas sebagai berikut:  
a) Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa,  
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b) Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 
wilayahnya  
c) Mengusulkan, merumuskan dan menyetujui peraturan-peraturan 
desa (perdes) yang mendukung pelestarian manajemen 
pembangunan partisipatif dan mengembangkan hasil-hasil 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya,  
d) Mengusulkan dan menyetujui keputusan desa untuk bergabung 
dalam BKAD 
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)  
TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui 
musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk 
mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari 
Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, 
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan 
administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara 
membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan 
keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau 
anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau 
tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil 
musyawarah antar desa penetapan usulan.  
TPK terdiri dari Ketua TPK, Sekretaris, dan Bendaraha tentu 
dengan tugas masing-masing sebagai berikut :  
Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :  
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a) Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh 
PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan 
masyarakat, dalam hal : (1) pembuatan rencana kerja detail dan 
Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya 
pelaksanaan kegiatan, (2) penyiapan dokumen administrasi 
sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya, (3) 
pembuatan rencana dan pelaksanaan prosespengadaan bahan 
dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif 
dan bahan sesuai ketentuan, (4) memastikan bahwa tenaga 
kerja berasal dari RTM, (5) pemeriksaan hasil kerja, penerimaan 
bahan dan mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan 
pembayaran dari Fasilitator Kecamatan, (6) pengawasan dan 
pengendalian kualitas pekerjaan, (7) pembuatan laporan 
bulanan, 
b) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan 
termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika 
terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah 
ditetapkan,  
c) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan 
kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana 
melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan di 
papan informasi,  
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d) Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban 
seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil 
akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui 
pertemuan musyawarah desa,  
e) Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian 
Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.  
f) Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  
a. Ketua TPK  
Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di 
desa. Tugas dan tanggung jawabnya ketua TPK adalah; 
a) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan di desa  
b) Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan 
kepada masyarakat  
c) Memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD  
d) Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan 
kegiatan bersama F-Kec  
e) Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan 
evaluasi.  
f) Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan 
administrasi yang tertib dan transparan.  
g) Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil 
musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari 
rencana.  
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h) Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana.  
i) Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan. 
j) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), 
Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 
Mempelajari dan menanggapi terhadap catatan F-Kec di Buku 
Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang 
bersangkutan dan Wajib menyampaikan informasi yang 
dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan  
b. Sekretaris TPK memiliki tugas :  
a) Membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas 
administratif  
b) Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang 
diperlukan oleh TPK  
c) Menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat 
melalui papan informasi,  
d) Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang 
ditempel dalam papan informasi  
e) Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan 
berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan,  
f) Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir 
pekerja dari mandor atau kepala kelompok  
g) Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan 
Bulanan,  
h) Memelihara / menjaga semua arsip. 
i) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh F-Kec  
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j) Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang 
berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  
c. Bendahara TPK  
Bendahara TPK memiliki tugas : 
a) Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan 
b) Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 
c) Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada 
pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier 
setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK,  
d) Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap 
penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya 
dan aturan yang telah ditetapkan, 
e) Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana 
(RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)  
f) Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan 
nota penerimaan barang,  
g) Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan 
dana PNPM Mandiri Perdesaan, 
h) Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan 
sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK,  
i) Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian 
dan pembayaran  
j) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh F-Kec  
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4. Tim Penulis Usulan (TPU)  
TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui 
musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun 
gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah 
desa dan musyawarah desa khusus perempuan. Anggota TPU dipilih oleh 
masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai 
denganjenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan 
tugasnya, TPU melakukan bersama-sama KPM-D/K dan/ atau pengurus 
kelompok pengusul.  
Tugas dari tim penulis usulan adalah sebagai berikut :  
a) Mencari dan menyiapkan data-data pendukung seperti; peta 
desa, jumlah penduduk termasuk penduduk miskin, hasil 
pendataan RTM dll  
b) Menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dan lampiran-
lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan,  
c) Melakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penerima 
manfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap 
tentang rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan 
survei dan pengukuran jika memang diperlukan, 
d) Memastikan nilai dan bentuk swadaya yang akan diberikan 
masyarakat untuk usulan kegiatan yang diajukan ke MAD  
e) Menuliskan data-data yang telah didapat dan mengisi formulir-
formulir penulisan usulan yang disediakan berdasarkan data–
data tersebut.  
64 
f) Menyusun formulir-formulir penulisan usulan beserta lampiran 
yang disyararatkan menjadi satu proposal usulan kegiatan 
berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan,  
g) Bersama F-Kec atau FT-Kec melakukan survei harga sebagai 
dasar pembuatan dan/atau penyempurnaan RAB. 
h) Bersama F-Kec atau FT-Kec melakukan survei dan pengukuran 
di lokasi kegiatan. 
i) Dibantu F-Kec dan FT-Kec menyempurnakan usulan yang 
mendapatkan rangking atas pada waktu MAD prioritas usulan, 
yaitu penyempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
desain teknis.  
5. Tim Pemantau  
Tim pemantau adalah warga masyarakat yang secara sukarela 
menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari 
anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah 
anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat 
musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah 
desa dan antar desa (jika diperlukan). Pembiayaan kegiatan pemantauan 
berasal dari swadaya masyarakat yang dibahas melalui musyawarah 
desa.  
Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemantau adalah :  
a) Memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk 
pembaharuan papan informasi 
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b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
administrasi TPK  
c) Memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah 
pertanggung jawaban dan serah terima 
d) Memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari UPK 
serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK  
e) Memantau dan memeriksa bahan dan alat yang dibeli atau 
disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume tetapi 
juga kualitasnya. 
f)  Memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-
surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi toko-toko 
atau lokasi sumber bahan yang dibeli.  
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K)  
KPM-D/K (KPM-D/K) adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi 
atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan 
PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader 
masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan 
pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu.  
Jumlah KPM-D/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan 
mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan 
RTM. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran 
diharapkan ada pada diri para kader-KPM-D/K. Selanjutnya kader 
masyarakat sebagai tenaga teknik juga perlu dibentuk dalam rangka 
membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan 
prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat.  
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Secara umum tugas dan tanggung jawab KPM-D/K adalah :  
a) Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan 
peta sosial pada saat musyawarah dusun, 
b) Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses 
penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang 
ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan 
data pendukung lainnya,  
c) Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri 
Perdesaan kepada masyarakat desa. 
d) Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
sampai pelestarian. 
e) Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM 
Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan sampai pelestarian. 
f) Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh 
Fasilitator Kecamatan (F-Kec), untuk membahas kendala dan 
permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan.  
g) Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah 
perselisihan di desa.  
h) Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun  
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i) Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam 
pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.  
j) Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah 
ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah 
desa kepada masyarakat  
Sedangkan pelaku PNPM di tingkat kecamatan terdiri dari Camat, 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal 
(PL), Fasilitator Kecamatan (F-Kec), Fasilitator Teknik (FT-Kec), Setrawan 
Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Badan Kerjasama Antar 
Desa. 54 Deskripsi fungsi dan tugas dari masing – masing bagian tersebut 
adalah :  
1. C a m a t  
Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu 
Camat juga bertugas untuk menetapkan usulan-usulan kegiatan yang 
telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPM Mandiri 
Perdesaan.  
Tugas dan tanggung jawab camat diantaranya :  
a) Bertanggung jawab terhadap pelaksaaan PNPM Mandiri 
Perdesaan di wilayah kecamatan  
b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di 
kecamatan  
c) Menyelenggarakan MAD  
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d) Bersama F-Kec dan PjOK mensosialisasikan PNPM Mandiri 
Perdesaan di wilayah kecamatan 
e) Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa  
f) Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan 
yang timbul di wilayahnya,  
g) Melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani 
surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, 
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan 
Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan 
(SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab 
Operasional Kegiatan (PJOK), dll  
h) Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan 
hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir, 
i) Menilai kinerja program di Desa dan kecamatan,  
j) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan 
dan non keuangan.  
2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)  
PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan 
Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di 
kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan 
keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.  
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Tugas dan Tanggung jawab PJOK adalah :  
a) Melaksanakan koordinasi dengan F-Kec dan Tim Koordinasi 
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya, 
b) Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, 
yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, 
c) Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta 
memantau proses pencairannya, 
d) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama F-Kec dan 
pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk 
membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan 
penyelesaiannya,  
e) Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 
ke TK. PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan 
kepada Camat,  
f) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi,  
g) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan 
TPK ,  
h) Bersama F-Kec memfasilitasi pelaksanaan MAD  
i) Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di 
wilayahnya  
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3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan di kecamatan termasuk mengkoordinasikan 
pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, 
sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota 
masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah 
desa.  
Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:  
a) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM 
Mandiri Perdesaan di kecamatan,  
b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan 
pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 
c) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM 
Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non 
keuangan,  
d) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dari 
BLM yang dialokasikan untuk kegiatan UEP, maupun sumber 
dana lain dari program pemerintah dan swasta.  
e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam  
f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM 
Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku 
lainnya.  
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g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik 
keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan program. 
h) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja 
sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan Pada 
MAD  
i) Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana 
kerja pada MAD sesuai dengan kebutuhan . Bahan laporan 
pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa 
yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan. 
j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana 
(LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses 
PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan. 
k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung 
administrasi dan pelaporan pelaku desa. 
l) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip 
dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh 
MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan 
pelestarian dana bergulir. 
m) Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak lain 
dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. 
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n) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, 
pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan 
memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. 
o) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui 
pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam 
setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, 
pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi 
lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara 
langsung kepada pihak yang membutuhkan. 
q) Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian 
permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan  
4. Tim Verifikasi (TV)  
Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat 
dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik 
di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan 
pelatihan ketrampilan masyarakatsesuai usulan kegiatan yang diajukan 
dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran tim verifikasi adalah 
melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa 
peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi 
kepada MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.  
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Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi adalah :  
a) Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan 
masing-masing desa, 
b) Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian 
yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, 
c) Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM 
Mandiri Perdesaan 
d) Menyampaikan usulan kegiatan kepada F-Kab agar dilakukan 
pemeriksaan kembali, 
e) Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan 
kegiatan  
f) Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil 
pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD  
5. Tim Pengamat  
Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk 
memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta 
memberikan masukan / saran agar dapat berlangsung secara partisipatif. 
Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengamat adalah :  
a) Hadir dalam MAD untuk mewakili kecamatan bukan mewakili 
desanya masing-masing. 
b) Mengamati proses diskusi MAD prioritas usulan dan penetapan 
usulan serta memberikan masukan/saran agar dapat 
berlangsung secara partisipatif.  
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c) Menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai 
masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam 
MAD dan ikut menyebarluaskan hasil kesepakatan musyawarah 
kepada warga kecamatan. 
d) Membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi antara 
lain desa yang kecewa karena usulannya tidak lolos dalam 
diskusi MAD.  
6. Pendamping Lokal (PL)  
PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu F-
Kec dan FT-Kec untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan 
tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu 
orang PL.  
Tugas dan Tanggung jawab adalah :  
a) Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas 
dari F-Kec bersama FT-Kec. 
b) Membantu F-Kec dan FT-Kec dalam melaksanakan 
pemeriksaan kegiatan di lapangan.  
c) Membantu F-Kec dalam melakukan bimbingan pada KPM-D/K 
mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan 
manajemen. 
d) Membantu F-Kec dan FT-Kec dalam melaksanakan pelatihan 
kepada TPK dan masyarakat. 
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e) Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun 
non teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan. 
f) Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu 
dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana. 
g) Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat 
mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan. 
h) Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara 
administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola 
Kegiatan.  
i) Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam 
penyiapan serta proses pra audit. 
j) Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain : 
partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan 
kepada F-Kec.  
k) Membimbing KPM-D/K dalam menginventarisasi kebutuhan 
masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang 
masyarakat.  
l) Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, 
pengembangan dan pelestariannya, serta pengembalian 
pinjaman dana bergulir.  
7. Fasilitator Kecamatan (F-Kec)  
F-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan 
memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari 
sosialisasi, perencanaan, 62 pelaksanaan dan pelestarian serta 
membimbing KPM-D/K atau pelaku-pelak lainnya di desa dan kecamatan.  
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Tugas dan Tanggung jawab F-Kec adalah :  
a) Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri 
Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan  
b) Memfasilitasi KPM-D/K dalam pendataan RTM 
c) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan 
kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi 
hingga pelestarian kegiatan. 
d) Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan 
PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan 
penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan 
e) Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada 
masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di 
desa dan kecamatan (KPM-D/K, PL, Tim Pengelola 
Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis 
Usulan, Tim Pengawas dll.)  
f) Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan 
kapasitas pemerintahan lokal baik di desa dan antar desa (BPD, 
Kepala desa, aparat kecamatan, dll.)  
g) Memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD)  
h)  Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses 
pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan 
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untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan 
sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya. 
i) Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan 
kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas 
hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar 
bangunan atau prasarana).  
j) Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan 
simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan  
k) Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang 
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat  
l) Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah 
dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi 
kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan  
m) Membantu Pendamping UPK dalam membimbing 
pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam.  
n) Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan 
oleh masyarakat sendiri 
o) Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan 
program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di 
kecamatan dan desa  
p) Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan 
upaya penanganannya kepada F-Kab dengan tembusan ke 
camat u.p. PjOK  
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q) Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan 
r) Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan 
menyampaikan laporan perkembangan kegiatan  
s) Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap 
diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik 
tersebut. 
t) Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan 
ketentuan melalui kegiatan review terhadap pengelolaan kas 
dan rekening  
u) Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi 
penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI kepada F-Kab  
8. Fasilitator Teknik (FT-Kec)  
FT-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan 
memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari 
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing 
KPM-D/K atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan khususnya 
dalam bidang teknik.  
Tugas dan Tanggung jawab FT-Kec adalah :  
a) Membantu dan memberikan bimbingan kepada seluruh KPM-
D/K khususnya di bidang teknis  
b) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan 
dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa  
c) Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan 
pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan 
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sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: gedung sekolahan, 
bangunan tempat pelayanan kesehatan)  
d) Membantu dan memberikan bimbingan dalam membuat desain 
teknis, gambar konstruksi, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan 
prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan 
dampak lingkungan 
e) Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan 
terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan 
dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam 
pelaksanaannya.  
f) Memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana 
kepada kader teknis dan masyarakat yang akan mengerjakan 
pelaksanaan kegiatan prasarana 
g) Melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan 
kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan 
masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di 
lapangan.  
h) Membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas 
serta membuat sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, 
hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian 
pekerjaan prasarana 
i) Memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal 
pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional 
dan pemeliharaan prasarana yang dibangun  
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j) Membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi 
pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan 
kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan 
maupun kabupaten 
k) Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri 
Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana  
l) Melaporkan progres masalah yang berkaitan dengan bidang 
tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah 
dilakukan  
m) Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan 
n) Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan 
menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin 
o) Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap 
diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik 
tersebut.  
9. Setrawan Kecamatan  
Setrawan Kecamatan diutamakan pegawai negeri sipil dilingkungan 
kecamatan yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk dapat 
melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan 
lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta 
mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan 
partisipatif. Dalam hal tertentu, pegawai negeri sipil di lingkungan 
pemerintah daerah dapat ditugaskan.  
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Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kecamatan adalah sebagai 
berikut:  
a) Menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan 
partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan 
b) Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) 
pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses 
sosialisasi hingga pelestarian kegiatan 
c) Memandu proses musrenbang kecamatan  
d) Memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam 
musrenbang desa  
e) Mendorong kerjasama antara masyarakat dengan pihak 
ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan 
f) Mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten  
g) Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan 
pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan 
regular (Undang-undang No. 25 Tahun 2004) 
h) Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas 
pemerintah desa. 
i) Memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik 
untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan 
kapasitas pemerintahan desa.  
j) Memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif  
k) Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan 
oleh masyarakat sendiri.  
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l) Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam 
pelaksanaan kegiatan  
m) Mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat 
dan aparat desa dan kecamatan  
n) Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang 
kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta 
rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten  
10. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)  
BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Usulan 
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung 
jawab UPK sehari-hari, Tugas dan Tanggung jawab BP - UPK adalah :  
a) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, 
dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan 
pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. 
b) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip 
dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan  
c) Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan 
MAD, termasuk aturan perguliran. 
d) Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus 
UPK  
e) Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK. 
f) Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain 
yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
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g) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada forum 
MAD  
11. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)  
BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar 
kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau 
antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-
hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, 69 sarana-prasarana, 
hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan 
perguliran dana.  
BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga 
pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, 
serta program-program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan 
lembaga-lembaga bentukan program PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan 
lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung 
hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan 
batas kewenangan.  
Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah 
merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk 
pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksanaan program, 
dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam 
pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.  
 
4.3.  Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan  
Setelah melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan 
PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kec. 
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Lembang Kab. Pinrang, maka peneliti dapat memberikan deskripsi hasil 
penelitian dan melakukan pembahasan sesuai dengan fokus masalah 
yang telah ditetapkan.  
Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:  
4.3.1 Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kec. Lembang Kab. Pinrang.  
Tahapan implementasi dalam sebuah kebijakan adalah merupakan 
tahapan merealisasikan rencana kegiatan yang telah disusun dan 
ditetapkan sebelumnya. Pada umumnya implementasi kebijakan PNPM 
Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Kec. Lembang Kab. 
Pinrang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang 
dikeluarkan oleh Tim Koordinator Pusat PNPM Mandiri Perdesaan.  
Deskripsi tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kec. Lembang Kab. Pinrang, terdiri dari:  
a. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat Kecamatan.  
Musyawarah dan Sosialisasi Antar Desa (MAD Sos) adalah suatu 
musyawarah di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa-desa 
untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM Mandiri Perdesaan dan 
untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam 
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada pertemuan ini perlu 
ditekankan bahwa masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan 
kegiatan dengan mekanisme musyawarah berjenjang dan partisipatif. 
Kegiatan Sosialisasi dan musyawarah ini di pandu oleh Fasilitator 
Kecamatan dan di dampingi oleh Konsultan Kabupaten. Kegiatan ini di 
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hadiri oleh seluruh elemen masyarakat diantaranya Camat dan staf terkait, 
Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades di lingkungan 
kecamatan, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM), Wakil Rumah Tangga Miskin (RTM) dari setiap desa, 
Wakil perempuan dari setiap desa, Komite sekolah, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, Tokoh 
agama, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir  
Dalam melaksanakan tahapan sosialisasi dan musyawarah maka 
perlu komitmen bersama untuk melaksanakan setiap tahapan ini dengan 
sebaik-bainya. Hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh 
ketua UPK Kec. Lembang, bahwa:  
Pada awal kegiatan memang diadakan sosialisasi dan sekaligus 
musyawarah dengan perwakilan dari setiap desa yang ada di Kec. 
Lembang. Kegiatan ini tentu melibatkan semua pelaku PNPM 
Mandiri Perdesaan yang ada baik dari tingkat kabupaten, 
kecamatan sampai tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada tahun berjalan (wawancara 01-04-2015). 
 
Informasi yang sama disampaikan juga oleh Fasilitator/Konsultan 
Kabupaten, bahwa:  
Sebelum kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 
dahului oleh sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat. 
Kegiatan ini dilakukan ditingkat kecamatan dan desa, dengan 
tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang 
kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 
Disamping itu, diharapkan diperoleh masukan dari masyarakat 
terkait kegiatan yang dapat diajukan dan di danai oleh masing-
masing desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan 
dalam menetapkan usulan kegiatan oleh masing-masing desa yang 
ada di suatu kecamatan (wawancara tanggal 03-04-2015).  
 
Dari hasil pengamatan peneliti, tahapan sosialisasi dan 
musyawarah di tingkat kecamatan ini telah dilaksanakan dengan merujuk 
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pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada. Sosialisasi dan 
Musyawarah tingkat kecamatan biasanya dilaksanakan pada bulan 
februari atau Maret pada tahun berjalan, dimana seluruh elemen 
masyarakat perwakilan dari masing-masing desa dan pelaku PNPM 
Mandiri Perdesaan hadir dan memberikan masukan. Ketidak hadiran 
perwakilan desa pada kegiatan ini akan berpengaruh pada penentuan 
pembiayaan kegiatan yang di usulkan oleh desa yang bersangkutan. Hal 
ini tentu akan menentukan keberhasilan tahapan implementasi kebijakan 
yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kab. 
Pinrang.  
Relevan dengan itu, teori yang disampaikan oleh George Edward III 
(1980) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam suatu 
program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para 
pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan 
informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Demikian juga 
dengan komunikasi yang terjadi dalam kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan alur komunikasi 
yang telah ditetapkan dalam PTO.  
Salah satu sarana komunikasi yang digunakan dalam implementasi 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah musyawarah dan sosialisasi 
yang diadakan ditingkat kecamatan. Komunikasi ini dapat berlangsung 
dengan baik, apabila para pelaku dan masyarakat sebagai sasaran PNPM 
Mandiri Perdesaan dapat memainkan perannya dengan baik.  
87 
Dari hasil pengamatan peneliti, proses komunikasi yang terjadi 
dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah 
berlangsung melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah ditingkat 
kecamatan. Pada tahapan ini, disamping penyampaian informasi tentang 
kegiatan yang akan di danai oleh PNPM MandiriPerdesaan, juga dapat 
dijaring aspirasi dari seluruh masyarakat sesuai dengan kondisi dari 
masing-masing desa yang ada di Kec. Lembang Kab. Pinrang.  
Informasi yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan di Lembang 
menjelaskan bahwa:  
Kegiatan sosialisasi dan musyawarah telah dilakukan dengan 
mengundang perwakilan dari masyarakat diseluruh desa yang ada 
di Kec. Lembang dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. 
Forum ini adalah awal dan titik tolak dimulainya kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan. Hadir dalam kegiatan ini juga wakil-wakil dari 
PKBM dimana ada sebagian yang menjadi sasaran penerima 
bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. (wawancara tanggal 01-04-
2015).  
 
Senada dengan itu, penjelasan yang disampaikan oleh salah 
seorang ketua SPP yang berada di Desa Rajang bahwa:  
Kami dari SPP sebagai wakil dari masyarakat selalu dilibatkan pada 
musyawarah ditingkat kecamatan. Bahkan SPP kami telah 
menerima bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 
hingga sekarang yang penggunaannya ditujukan untuk 
memberikan modal kepada anggota SPP di desa Rajang ini. Kami 
dimintakan informasi juga tentang kegiatan yang akan didanai oleh 
PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang ( wawancara 03-04-
2015).  
 
Dari paparan di atas, jelaslah bahwa tahapan musyawarah dan 
sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah 
berlangsung dengan baik. Dengan demikian, kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan diharapkan dapat berhasil dan sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat sehingga tujuan akhir pengentasan kemiskinan dapat dicapai 
dengan maksimal. 
b. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalian 
gagasan  
Tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan 
dilanjutkan sampai ke tingkat desa untuk menggali gagasan dari 
masyarakat terkait dengan program yang akan didanai oleh PNPM Mandiri 
Perdesaan. Pada tahap ini seluruh perwakilan dari masyarakat diundang 
dan hadir untuk mendengarkan penyampaian informasi tentang 
pelaksanaan PNPM dan diharapkan gagasan tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh masing-masing desa dapat disampaikan dan 
dimusyawarahkan bersama. Hal ini sejalan dengan informasi yang 
disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Lembang, bahwa:  
Proses sosialisasi dan musyawarah dilaksanakan di tingkat desa 
yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari masyarakat yang ada di 
setiap desa. Dalam kegiatan ini diharapkan gagasan dari 
masyarakat dapat digali sehingga program yang akan dilaksanakan 
dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan benar-benar 
menyentuh kepentingan masyarakat (wawancara tanggal 01-04-
2015).  
 
Senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh salah 
seorang wakil masyarakat dan sekaligus ketua SPP di Desa Rajang Kec. 
Lembang, bahwa:  
Musyawarah sangat tepat sekali dilakukan pada saat sosialisasi 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui musyawarah warga 
masyarakat dapat memberikan masukan kepada masyarakat, 
terutama informasi yang terkait dengan kegiatan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya dari musyawarah ini dapat 
digali gagasan dari masyarakat dan dibuat prioritas program yang 
akan dilaksanakan. Semua ini berdasarkan kesepakatan dari 
seluruh anggota masyarakat di desa seperti di Desa Rajang ini 
(wawancara tanggal 03-04-2015).  
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Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil 
pengamatan peneliti tahapan sosialisasi dan musyawarah ditingkat 
kecamatan dan desa memang telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan 
ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana masyarakat 
mendapatkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan 
PNPM Mandiri Perdesaan.  
Musyarawarah merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk 
menggali gagasan dari masyarakat dan sekaligus menyampaikan 
kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini relevan dengan teori yang 
disampaikan oleh Edwards III tentang pentingnya komunikasi dalam 
sebuah proses komunikasi. Komunikasi dalam kebijakan ini berlangsung 
antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kabupaten, kecamatan 
dan desa dengan seluruh masyarakat sebagai sasaran dari setiap 
kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengurangi jumlah rumah tangga 
miskin.  
Relevan dengan itu, penyampaian dari Konsultan di tingkat 
Kabupaten Pinrang yang menjelaskan tentang pentingnya dilakukan 
musyawarah dan sosialisasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:  
Setiap program kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat melalui 
forum musyawarah maupun sosialisasi pasti tidak akan berhasil. 
Oleh karena itu dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM 
Mandiri Perdesaan telah ditetapkan tahapan yang pertama kali 
dilakukan adalah sosialisasi dan musyawarah yang biasanya 
dikenal dengan MAD Sos atau Musdes sos. Tujuan kegiatan ini 
adalah menyampaikan prosedur pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan sekaligus 
menggali gagasan dari masyarakat terutama menyangkut kegiatan 
yang dibutuhkan dan akan didanai melalui PNPM Mandiri 
Perdesaan dimasing-masing kecamatan dan desa (wawancara 
tanggal 03-04-2015).  
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Paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan sosialisasi dan 
musyawarah baik di tingkat kecamatan dan desa merupakan hal yang 
penting untuk dilaksanakan. Dengan pemahaman yang sama dari seluruh 
masyarakat terutama tentang kegiatan yang dilaksanakan dan didanai 
oleh PNPM Mandiri Perdesaan, maka diharapkan masyarakat mempunyai 
komitmen untuk menjalankan setiap kegiatan yang telah disepakati 
melalui musyawarah ditingkat kecamatan dan desa. Hal ini tentunya dapat 
dilihat pada tahapan akhir setiap kegiatan, dimana tingkat ketercapaian 
program dapat diukur dan dapat menentukan keberlanjutan pemberian 
dana PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun berikutnya untuk setiap desa 
di Kec. Lembang.  
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sosialisasi dan 
musyawarah di tingkat desa dapat dijaring gagasan dan usulan kegiatan 
yang dianggap tepat untuk dilaksanakan melalui dana PNPM Mandiri 
Perdesaan. Dalam hal ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan benar-
benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung 
dapat mengurangi angka kemiskinan di Kec. Lembang Kab. Pinrang.  
c. Musyawarah Khusus Perempuan  
Tahapan musyawarah dilaksanakan khsusus untuk program 
perempuan, dimana dilakukan penggalian gagasan yang berasal dari 
kelompok perempuan. Dalam kegiatan ini diadakan pertemuan yang 
dihadiri oleh perwakilan kelompok perempuan untuk menentukan kegiatan 
yang akan dilaksanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Kec.Lembang adalah Simpan 
pinjam perempuan (SPP) yang bertujuan memberikan bantuan dana 
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berupa modal usaha bagi usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok 
perempuan.  
Dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa tahapan 
musyawarah khusus perempuan telah dilakukan sesuai dengan PTO 
PNPM Mandiri Perdesaan, seperti pengelolaan usaha simpan pinjam yang 
khusus dikelola oleh kelompok perempuan. Dalam hal ini, tahapan 
musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk  menggali gagasan dari 
kelompok perempuan yang meliputi kegiatan pembangunan sarana, 
pengembangan usaha ekonomi produktif dikelompok perempuan itu 
sendiri.  
Hal ini sejalan dengan penjelasan Sekretaris kecamatan Lembang 
yang menegaskan bahwa.  
Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan di tingkat desa 
dengan tujuan untuk lebih menggerakkan kesetaraan gender dan 
memberdayakan kaum perempuan. Secara umum tujuan 
musyawarah mempertegas peran perempuan dalam kegiatan 
pembangunan prasarana, kegiatan usaha ekonomi produktif (untuk 
wilayah-wilayah tertentu), kegiatan bidang kesehatan, kegiatan 
bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui 
pelatihan. (wawancara tanggal 07-04-2015)  
 
Senada dengan itu ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa 
Kajuangin Kec.Lembang menegaskan bahwa:  
Dalam musyawarah khusus perempuan yang dilaksanakan di 
tingkat desa itu dihasilkan usulan yang di khususkan untuk kegiatan 
perempuan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah menentukan 
usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam 
perempuan yang masih berjalan aktif dan Kemudian kegiatan itu 
pula bertujuan untuk memilih wakil perempuan untuk hadir dalam 
Musyawaran untuk menentukan prioritas usulan dan penulisan 
usulan (wawancara tanggal 03-04-2015).  
 
Dari penjelasan beberapa informan maka dapat ditegaskan bahwa 
pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan ini telah dilaksanakan 
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berdasarkan aturan yang ada pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 
dimana dalam PTO dijelaskan bahwa kegiatan musyawarah khusus 
perempuan lebih dikhususkan pada kelompok perempuan, yaitu mulai dari 
tahap musyawarah, peserta yang hadir, kesepakatan yang diputuskan itu 
semuanya di khususkan bagi kelompok perempuan. Melalui tahapan 
musyawarah ini diharapkan aspirasi dari kelompok perempuan dapat 
dilaksanakan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. 
Lembang Kab. Pinrang.  
d. Perencanaan dan penetapan prioritas usulan  
Perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 
sebuah kegiatan. Perencanaan yang baik biasanya akan diikuti dengan 
pencapaian tujuan yang maksimal. Tahapan perencanaan dan penetapan 
prioritas usulan adalah lanjutan dari musyawarah ditingkat kecamatan dan 
desa maupun musyawarah khusus perempuan. Pada tahuap ini dilakukan 
proses perencanaan kegiatan berdasarkan gagasan yang disampaikan 
oleh masyarakat melalui musyawarah yang telah diadakan pada tahap 
sebelumnya.  
Pada tahapan perencanaan ini juga ditetapkan prioritas usulan 
kegiatan, memilih dan menetapkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK), menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan 
dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, 
menetapkan jadwal usulan serta waktu penyelesaian desain dan RAB, 
pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, dan 
mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendamping dan 
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fasilitator kabupaten/kecamatan serta pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 
lainnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh 
Fasilitator/konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:  
Perencanaan dalam Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan 
merupakan tahapan penting dan menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, masukan dari 
masyarakat melalui musyawarah ditingkat desa dan kecamatan 
maupun musyawarah khusus perempuan merupakan titik tolak dari 
diadakannya perencanaan dan penetapan prioritas usulan 
kegiatan. Dari perencanaan ini dapat diketahui jadwal dan jenis 
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan 
kebutuhan dari masing-masing desa (wawancara 03-04-2015).  
 
Relevan dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Fasilitator 
Kecamatan yang menjelaskan bahwa:  
Dari musyawarah ditingkat desa dan musyawarah khusus 
perempuan biasanya dilanjutkan dengan perencanaan dan 
penetapan prioritas usulan kegiatan ditingkat kecamatan. Dalam 
perencanaan dibuat jadwal, RAB dan skala prioritas kegiatan yang 
akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap desa. Hal ini 
tentunya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh perwakilan 
masyarakat dari setiap desa dan para pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan lainnya (wawancara tanggal 01-04-2015).  
 
Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil 
pengamatan peneliti ternyata tahapan perencanaan telah dilaksanakan 
dengan baik oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang. 
Hal ini relevan dengan penjelasan Sekretaris Kec. Lembang yang 
menjelaskan bahwa:  
Perencanaan di tingkat kecamatan biasanya dilakukan pada bulan 
Februari-Maret untuk membahas usulan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan 
masyarakat. Disamping perencanaan usulan kegiatan diadakan 
juga pemilihan pengurus UPK untuk setiap desa, ditetapkan jadwal 
prioritas usulan dan waktu penyelesaian serta RAB untuk masing-
masing kegiatan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri 
Perdesaan (wawancara tanggal 07-04-2015).  
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Senada dengan itu, penjelasan yang disampaikan oleh salah 
seorang warga masyarakat yang juga merupakan ketua SPP di Desa 
Rajang Kec. Lembang, bahwa:  
Setiap awal tahun biasanya kami diundang untuk mengikuti 
musyawarah ditingkat kecamatan. Dalam kegiatan ini disusun 
rencana dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan 
sesuai dengan usulan dari masing-masing desa. Seperti di Rajang 
ada beberapa kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri 
Perdesaan misalnya Simpan pinjam perempuan, Pembangunan 
gedung TK dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dimasing-masing desa (wawancara tanggal 03-04-
2015).  
 
Paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah 
dilaksanakan dengan baik ditingkat desa dan kecamatan. Gagasan dari 
masyarakat disampaikan dari tingkat desa melalui musyawarah desa dan 
dibahas bersama menjadi sebuah rencana yang dapat diusulkan untuk 
didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Jenis kegiatan yang telah 
dilaksanakan di Kec. Lembang sejak tahun 2007 sampai 2014 antara lain 
Simpan pinjam perempuan (SPP), Sarana dan prasarana baik pendidikan 
maupun non pendidikan, serta kegiatan non prasarana lainnya.  
Data jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang yang 
diperoleh melalui UPK Kec. Lembang mengalami fluktuasi dari tahun ke 
tahun. Berikut ini adalah data tentang dana yang dipergunakan dalam 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Lembang selama 5 tahun 
terakhir.  
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Tabel 4.6 
Penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kec.Lembang Kab. 
Pinrang 
NO TAHUN ALOKASI DANA KEGIATAN YANG DIDANAI 
1 2010 Rp. 2.250.000.000,- SPP, Sarana dan Prasarana  
2 2011 Rp. 600.000.000,- SPP, Prasarana umum, Pendidikan 
dan Non Prasarana 
3 2012 Rp. 1.100.000.000,- SPP, Prasarana umum, Pendidikan 
dan Non Prasarana 
4 2013 Rp. 3.100.000.000,- SPP, Prasarana Pendidikan dan 
Non prasarana 
5 2014 Rp. 2.751.900.000,- SPP, Prasarana umum,dan Non 
Prasarana 
Sumber: UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec.Lembang Kab.Pinrang tahun 2015 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada setiap tahun jumlah dana yang 
diterima dan dipergunakan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kec. Lembang mengalami fluktuasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 
salah satu hal yang menyebabkan jumlah dana yang diterima setiap tahun 
itu mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh tingkat 
keberhasilan yang dicapai oleh kecamatan secara keseluruhan. Apabila 
kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai prioritas untuk 
diusulkan dan didanai tidak terlaksana dengan baik, maka pada tahun 
berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang akan diterima oleh 
kecamatan tersebut. 
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perencanaan dan 
penentuan skala prioritas usulan kegiatan yang tepat dapat menunjang 
keberhasilan dan pencapaian tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. 
Oleh karena itu, tahapan ini harus dilakukan secara cermat mulai dari 
tingkat desa sampai di tingkat kecamatan, sehingga setiap kegiatan yang 
telah ditetapkan untuk dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan 
membawa dampak perbaikan tingkat hidup pada masyarakat penerima 
bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. 
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e. Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggung jawaban 
serta serah terima realisasi kegiatan 
Setelah kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan 
dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah untuk 
penyampaian hasil dan pertanggungjawaban kegiatan. Tahapan ini 
merupakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan, dimana masing-masing kegiatan dilaporkan hasilnya melalui 
musyawarah ini. Dalam hal ini Fasilitator Kecamatan dan 
Fasilitator/Konsultan tingkat kabupaten mengadakan pemantauan akhir 
terhadap realisasi kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 
Musyawarah ini juga merupakan sarana bagi para pelaku PNPM 
Mandiri Perdesaan untuk menyampaikan hasil dan pertanggungjawaban 
terhadap realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Musyawarah ini 
biasanya berlangsung pada akhir tahun yang dihadiri oleh seluruh 
perwakilan desa yang menerima bantuan maupun yang tidak menerima 
bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini senada dengan informasi 
yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Lembang yang menjelaskan 
bahwa: 
Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka biasanya diadakan 
musyawarah antar desa. Dalam musyawarah ini dihadiri oleh 
perwakilan dari desa-desa penerima bantuan maupun desa yang 
belum menerima bantuan. Dalam hal ini disampaikan hasil-hasil 
yang telah dicapai, pertanggungjawaban dan serah terima realisasi 
kegiatan kepada pemerintah kecamatan dan desa. Hadir dalam 
kegiatan ini perwakilan dari masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan lainnya seperti Pemerintah desa dan kecamatan, UPK, 
TPK dan pelaku lainnya (wawancara tanggal 03-04-2015). 
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Relevan dengan itu, penjelasan dari Fasilitator Kecamatan di 
Lembang yang menegaskan bahwa: 
Tahapan akhir dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah 
musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban 
pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu pula diadakan 
serah terima realisasi kegiatan kepada masyarakat. Artinya apa 
yang telah diprogramkan berdasarkan usulan dari masyarakat 
dapat diterima hasilnya. Apabila tahapan akhir pelaksanaan 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan, maka 
masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja para 
pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan tersebut 
(wawancara tanggal 01-04-2015). 
 
Dari penjelasan informan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa 
proses musyawarah pada akhir kegiatan harus dilakukan oleh para pelaku 
PNPM Mandiri Perdesaan. Dari hasil pengamatan peneliti, ternyata bahwa 
musyawarah tentang penyampaian hasil akhir kegiatan ini juga telah 
dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, memperbaiki hal-hal yang 
dirasa kurang berjalan dengan baik dan sekaligus menyerahkan hasil 
pekerjaan kepada masyarakat. 
Dengan demikian, tahapan musyawarah penyampaian hasil ini 
merupakan sarana untuk mengukur kinerja para pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan setelah menyelesaikan pekerjaanya selama satu tahun. Hal ini 
relevan dengan teori yang disampaikan oleh Grindle (1980) yang 
menegaskan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila 
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan 
dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tingkat 
pencapaian sasaran merupakan indikator keberhasilan dari sebuah 
kebijakan. Seperti halnya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, diadakan 
evaluasi pada akhir kegiatan yaitu melalui musyawarah antar desa 
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penyampaian hasil dan pertanggungjawaban realisasi kegiatan. Diakhir 
tahap implementasi kebijakan diadakan penyerahan realisasi kegiatan 
yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh 
tahapan proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah 
selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan upaya pengentasan 
kemiskinan dapat dilakukan melalui optimalisasi kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kec. Lembang Kab. Pinrang. 
4.3.2 Dampak Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kec. Lembang Kab. Pinrang. 
a. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan 
pendapatan masyarakat. 
Pencapaian tujuan kebijakan menjadi tolak ukur tingkat 
keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Dalam kebijakan PNPM 
Mandiri Perdesaan dampaknya dapat dilihat melalui berbagai aspek 
seperti adanya pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan 
peningkatan pendapatan masyarakat serta upaya pengentasan 
kemiskinan. 
Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
oleh masyarakat sebagai sasaran kebijkan, dimana masyarakat 
merasakan manfaat langsung dari sebuah proses implementasi kebijakan. 
Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa 
Kajuangin yang menjelaskan bahwa: 
Pada tahun 2009 telah dibangun gedung Sekolah Taman Kanak-
kanak  di Desa kajuangin dan pemberian bantuan dana SPP 
kepada kelompok SPP yang ada di desa kajuangin yang menjadi 
titik awal pengembangan kegiatan masyarakat. Kami sebagai 
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pengurus tentunya harus dapat memahami kebutuhan masyarakat 
terutama dalam mengembangkan usaha yang dikelola anggota 
SPP. Dana PNPM Mandiri di desa kajuangin digunakan untuk 
pembangunan fisik berupa gedung TK yang disalurkan dalam 2 
tahun yaitu tahun 2009 sebesar 150 juta rupiah dan tahun 2010 
sebesar 200 juta rupiah. Kesemua dana ini digunakan untuk 
membangun dan menyediakan fasilitas yang ada di TK. Dengan 
penyediaan fasilitas dan gedung TK ini dapat masyarakat yang 
memiliki anak yang ingin bersekolah di taman kanak kanak dapat 
terbantu karena sebelum TK ini dibangun warga desa kajuangin 
biasanya menyekolahkan anak anaknya di desa lain yang jaraknya 
cukup jauh. (wawancara tanggal, 03-04-2015). 
 
Relevan dengan itu, penjelasan dari Camat Lembang yang 
menegaskan bahwa: 
Pembangunan fisik dapat dilakukan melalui dana PNPM Mandiri 
Perdesaan, seperti gedung TK dibeberapa desa, pembuatan jalan 
tani desa, jembatan dan kegiatan lainnya. Tentunya, kegiatan 
pembanguan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteran masyarakat. Disamping itu, sarana dan prasarana 
yang ada sangat menunjang kelancaran aktivitas dari masyarakat. 
Beberapa usaha yang dikelola oleh masyarakat semakin 
dikembangkan melalui upaya penyediaan berbagai fasilitas 
penunjang. Hal ini dilakukan demi peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat (wawancara tanggal 07-04-2015). 
 
Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pembanguan fisik dan non fisik. Dari 
hasil pengamatan peneliti ternyata kegiatan pembanguan fisik yang 
meliputi pembuatan sarana jalan dan jembatan, pembuatan gedung TK di 
empat desa sangat membantu aktivitas masyarakat. Dengan demikian, 
implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dikatakan telah 
membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. 
Untuk mengukur tingkat keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kec. Lembang dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas, sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa jalur jalan telah 
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dibuka dan sarana jembatanpun telah dibangun, sehingga masyarakat 
tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktivitas dan 
mengembangkan usaha yang dimilikinya. Disamping itu, pembangunan 
jalan tani desa di empat desa yaitu Rajang, Kajuangin, Tadokkong dan 
Binanga karaeng diharapkan dapat memacu percepatan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat khususnya dibidang pertanian dan perkebunan. 
Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti, pemanfaatan jalan tani 
desa,jalan desa,jembatan,dan gedung TK yang ada di Kec. Lembang ini 
sudah maksimal karena kehadiran sarana dan prasarana serta  fasiliitas 
ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan. Di beberapa desa di Kec. Lembang seperti desa Tadokkong, 
Kajuangin dan Binanga karaeng dan desa desa lainnya. Jalan tani dan 
jalan desa digunakan untuk meningkatkan hasil dari sector pertanian dan 
perkebunan anggota masyarakat yang ada didesa yang diberi bantuan. 
Sementara itu Kegiatan usaha produktif diharapkan dapat dilaksanakan 
melalui PKBM,karena walaupun PKBM ini belum maksimal sebagaimana 
yang ada diharapkan,SPP di kecamatan lembang menjadi pilar dari 
kegiatan usaha produktif anggotanya, sehingga tingkat pendapatan 
masyarakat meningkat. Kehadiran sarana dan prasarana sangat 
dirasakan manfaatnya dalam rangka mengaktifkan kegiatan anggota 
masyarakat dan Beberapa jenis usaha yang berkembang melalui bantuan 
PNPM di Kec. Lembang. 
Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kegiatan PNPM 
sangat beragam dan hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha 
101 
produktif masyarakat. Dari empat belas desa yang ada, ternyata hanya 
SPP  yang ada di Desa Rajang dan tadokkong yang memiliki aktivitas 
yang tinggi dengan berbagai jenis usaha yang dikembangkan. Dari hasil 
penelitian ditemukan bahwa tingkat perkembangan usaha masyarakat 
sangat ditentukan oleh keberadaan pengurus SPP. SPP di Desa Rajang 
dikelola oleh penggagas awal dan sekaligus penyelenggara setiap 
kegiatan masyarakat di desa tersebut.  
Keberadaan pengelola SPP ini telah mendorong masyarakat yang 
mempunyai usaha produktif untuk melaksanakan kegiatan secara 
bersama-sama, sehingga pada tahun 2013  kelompok SPP ini 
mendapatkan bantuan berupa alat menjahit yang diharapkan dapat lebih 
membantu usaha untuk meningkatkan pendapatan dari anggota kelompok 
ini. 
Realitas empirik yang terjadi pada PKBM di desa Rajang dimana 
kegiatan produktif dari anggotanya berkembang dengan baik, dan diikuti 
oleh PKBM di desa lainnya (Kajuangin, Tadokkong dan Binanga karaeng) 
di Kec. Lembang. Walaupun terdapat masalah yang terjadi dan 
menghambat kemajuan PKBM di tiga desa ini sangat terkait dengan 
manajemen PKBM.namun pengurus dan anggota PKBM tetap serius 
dalam mengembangkan usahanya, sehingga wadah PKBM telah 
memberikan kontribusi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PNPM 
Mandiri Perdesan telah membawa perubahan dalam bentuk 
pembangunan fisik (jalan tani,jalan desa,jembatan,gedung TK dan 
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bantuan simpan pinjam perempuan) yang telah dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Pemanfaatan bantuan-bantuan ini melalui 
pengembangan usaha produktif yang dimiliki oleh anggota masyarakat 
pada akhirnya telah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi 
angka kemiskinan terutama  kepada para anggota  khususnya dan 
masyarakat kecamatan lembang kabupaten pinrang pada umumnya. 
b. Upaya pengentasan kemiskinan 
Pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan 
oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti PNPM Mandiri 
Perdesaan. Di Kec. Lembang kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan 
dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan 
sarana/prasarana fisik dan non fisik, penyediaan dana Simpan pinjam 
perempuan (SPP) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
Dari hasil pengamatan peneliti, kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan 
di Kec. Lembang dapat dikategorikan sangat berhasil dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya yang ada di Kab. Pinrang. Hal ini sejalan 
dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten 
yang menjelaskan bahwa: 
Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di setiap kecamatan dan desa 
biasanya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat dilokasi tersebut. Ada kegiatan pembangunan fisik dan 
non fisik, tergantung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
Walaupun berbeda kegiatan, namun tujuannya tetap sama yaitu 
meningkatkan pendapatan dan menanggulangi kemiskinan yang 
dialami oleh masyarakat. (wawancara tanggal 03-04-2015). 
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Senada dengan itu, penjelasan dari Sekretaris Kec. Lembang yang 
menegaskan bahwa: 
Upaya pengentasan kemiskinan memang dilakukan melalui 
berbagai kegiatan. Sekarang banyak sekali program dan dana yang 
diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki tingkat hidup 
masyarakat miskin. Salah satunya melalui dana PNPM Mandiri 
Perdesaan, dimana masyarakat miskin mendapatkan bantuan 
untuk mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat 
maupun menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Disetiap desa tentu berbeda jenis kegiatan yang 
dilakukan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari 
masyarakat pada saat musrembang ditingkat kecamatan 
(wawancara tanggal 07-042015) 
 
Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa upaya 
pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui 
berbagai kebijakan seperti kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa 
kegiatan yang telah dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat miskin sebagai sasaran/penerima bantuan. Hal ini relevan 
dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua SPP di Desa Tadokkong 
yang menjelaskan bahwa: 
Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya telah 
membantu sekali bagi masyarakat. Beberapa usaha produktif 
dibantu melalui dana SPP sehingga usaha itu dapat berkembang. 
Namun, tidak semua masyarakat memanfaatkan dana yang 
diterimanya ini dengan baik. Hal ini berakibat pada penilaian buruk 
terhadap keberhasilan PNPM Mandiri di desa itu, sehingga tahun 
berikutnya kita tidak mendapatkan lagi bantuan dari PNPM Mandiri. 
Padahal pemerintah telah menyediakan sarana dan dana yang 
cukup besar untuk membantu masyarakat, sehingga bisa keluar 
dari kemiskinan. (wawancara tanggal 03-04-2015). 
 
Hal berbeda disampaikan oleh Ketua SPP di Desa Rajang yang 
menegaskan bahwa: 
Pemberian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan sangat tepat sekali. 
Bagi warga di Rajang kita manfaatkan dengan baik. Bantuan dana 
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yang paling besar yang diterima adalah dana SPP,jalan 
tani,gedung TK  dan fasilitasnya. Hal ini merupakan bukti nyata dari 
keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tingkat hidup dan 
bahkan membantu warga masyarakat miskin agar menjadi mandiri 
dan mempunyai pendapatan yang tetap dari kegiatan usahanya. 
Upaya-upaya seperti ini ditujukan untuk mengurangi angka 
kemiskinan (wawancara tanggal 03-04-2015). 
 
Paparan di atas menegaskan bahwa pemberian bantuan dana 
PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa perubahan bagi masyarakat 
penerima bantuan. Dari hasil pengamatan peneliti adanya perubahan 
yang dirasakan oleh masyarakat dapat diamati melalui peningkatan 
pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. 
Fenomena ini sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Ripley 
(1985) yang menegaskan keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari 
dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, dampak kebijakan PNPM 
Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari perubahan yang dicapai oleh 
masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Salah satu perubahan itu berupa 
peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang dialami oleh 
masyarakat. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa dampak berupa 
perubahan bagi masyarakat baik berupa pembanguan sarana/prasarana, 
peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, 
diharapkan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang tidak memiliki 
pendapatan yang tetap, dimana masyarakat menjadi mandiri dan mampu 
mengembangkan usahanya dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan PNPM 
Mandiri  dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang, peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa: 
PNPM Mandiri merupakan program nasional yang dirancang untuk 
memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat miskin 
desa dan masyarakat pengangguran. Oleh karena itu, partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program adalah indikator utama 
yang digunakan dalam menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan 
program. 
Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan para pelaku 
lainnya di desa(kelurahan), kecamatan, kabupaten dan seterusnya 
berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar 
tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri 
tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Hal ini dapat 
dilihat dari Prinsip atau Nilai Dasar yang diyakini mampu mendorong 
terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. 
 Prinsip – prinsip itu meliputi 
a. Bertumpu pada pembangunan manusia 
Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah 
masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak 
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langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada 
pembangunan fisik semata. 
b.  Otonomi 
Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan 
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung 
jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 
c. Desentralisasi 
Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas 
kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan 
sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 
d. Berorientasi pada masyarakat miskin 
Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala 
keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 
e. Partisipasi 
Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 
dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, 
mulai dari tahap sosialisasi,perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 
pikiran, atau dalam bentuk material. 
f. Kesetaraan dan keadilan gender 
Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik 
laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam 
perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati 
manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam 
pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 
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g. Demokratis 
Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan 
pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 
h. Transparansi dan Akuntabel 
Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki 
akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan 
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
moral, teknis, legal, maupun administratif. 
i. Prioritas 
Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang 
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan 
kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 
j. Keberlanjutan 
Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan 
keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pemeliharaan 
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. 
Dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat 
lima tahapan implementasi kebijakan yaitu (a). sosialisasi dan 
musyawarah di tingkat kecamatan, (b). sosialisasi dan musyawarah di 
tingkat desa untuk penggalian gagasan, (c). musyawarah khusus 
perempuan, (d). perencanaan dan penetapan prioritas usulan, dan (e) 
musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah 
terima realisasi kegiatan. 
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Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan 
melalui berbagai kebijakan dan program pemberian bantuan kepada 
masyarakat, seperti salah satunya adalah Program PNPM Mandiri 
Perdesaan dan program lainnya yang pada dasarnya ditujukan untuk 
membantu masyarakat miskin yang sangat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat yang terlibat dan yang menerima bantuan di kecamatan 
lembang kabupaten pinrang.  
Keberhasilan program pengentasan kemikinan ini sangat terkait 
dengan ketepatan dalam identifikasi target group dan target area. Target 
group menyangkut identifkasi mengenai kriteria dan karakteristik 
seseorang atau rumah tangga miskin dan daerah mana yang termasuk 
dalam kategori miskin seperti halnya kecamatan lembang yang bisa 
dikategorikan sebagai daerah sangat sulit mengingat letak grografisnya. 
Untuk itu perlu dilakukan program yang dapat melibatkan masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan yang dikenal dengan program nasional  
pemberdayaan masyarakat mandiri   dan Dampak implementasi kebijakan 
dapat dilihat pada pembangunan fisik (sarana/prasarana) yang telah 
terlaksana di kecamatan lembang kabupaten pinrang yang memberikan 
manfaat yang sangat baik bagi roda kehidupan masyarakat dan 
peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan masyarakat di 
Kec. Lembang Kab. Pinrang. 
 
5.2  Saran 
Setelah melalui penelitian mendalam tentang implementasi 
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya pengentasan 
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kemiskinan di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka peneliti 
dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Untuk mendorong pencapaian tingkat keberhasilan dalam 
implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, maka 
hendaknya aparat pelaksana/pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 
dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tetap konsisten 
dalam menjalankan setiap tahapan implementasi kebijakan, 
sehingga upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada 
di Kec. Lembang Kab. Pinrang bisa tercapai 
2. Untuk penyelenggaraan program proram pemberdayaan 
masyarakat  selanjutnya seharusnya perlu perhatian yang lebih 
dari pemerintah di mana proses pelaksanaan dari kegiatan 
tersebut jika hasilnya bagus program tersebut dapat 
dipertahankan tanpa mengubah atau mengganti kegiatan yang 
telah menjadi andalan dalam upaya peningkatan pendapat 
masyarakat. 
3. Saran bagi pemerintah Kabupaten pinrang khususnya di 
kecamatan Lembang seharusnya menyertakan beberapa 
proses pemberdayaan masyarakat di dalam program PNPM 
Mandiri yang dilaksanakan di kecamatan Lembang. Contoh , 
memaksimalkan pemberian keterampilan bagi IRT untuk 
digunakan sebagai bekal dalam membuka suatu usaha yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan. 
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4. Bagi masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan 
disarankan untuk dapat memanfaatkan bantuan baik 
sarana/prasarana maupun penambahan modal (SPP) dengan 
sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 
kemandirian masyarakat. Upaya ini tentunya diharapkan dapat 
mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kec. Lembang Kab. 
Pinrang. 
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang
mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan
pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam
rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga
negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat;
b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Millenium;
c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi,
harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penguatan
kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan
kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan
menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
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REPUBLIK INDONESIA
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
MEMUTUSKAN : ...
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,
serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional adalah
wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah
wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat
kabupaten/kota.
BAB II ...
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BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 2
(1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
(2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.
BAB III
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran
dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kelompok program sebagai berikut :
a. Kelompok ...
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a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-
program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup
masyarakat miskin;
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam
pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas
program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
Bagian Kedua
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Bantuan dan Perlindungan Sosial
Pasal 5
(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik
kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama
individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan,
pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.
(2) Pengelola ...
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(2) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan
program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan
pemerintah daerah;
b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga
internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar
dan perlindungan sosial.
Bagian Ketiga
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 6
(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik :
a. pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat;
b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola
dan berkelompok.
(2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka,
dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya
menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga
nasional.
(3) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :
a. kementerian/lembaga ...
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a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan
program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah
daerah;
b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan
lembaga internasional yang memiliki misi untuk
pemberdayaan masyarakat.
Bagian Keempat
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 7
(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai
karakteristik :
a. memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala
mikro;
b. memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;
c. meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
(2) Pengelola Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan
program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan
pemerintah daerah;
b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan,
lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki
misi untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
BAB IV ...
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BAB IV
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
Koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi sinkronisasi,
harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan.
Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
Paragraf 1
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas
Pasal 9
Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
Pasal 10
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 11 ...
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Pasal 11
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional bertugas
mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan.
Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 12
(1) Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan
kemiskinan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional terdiri dari :
a. Ketua
merangkap anggota :
b. Wakil Ketua
merangkap anggota :
c. Anggota :
Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri ...
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7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
12. Menteri Perindustrian;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Komunikasi dan
Informatika;
15. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata;
16. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara;
19. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan;
21. Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal;
22. Menteri Negara Perumahan
Rakyat;
23. Menteri Negara Lingkungan
Hidup;
24. Menteri ...
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24. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Sekretaris :
merangkap anggota
25. Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional;
26. Kepala Badan Pusat Statistik;
27. Kepala Badan Pertanahan
Nasional;
28. Anggota lain yang berasal dari
unsur masyarakat, dunia usaha,
dan pemangku kepentingan.
Deputi Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
(3) Anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 28
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional.
Pasal 13
Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional dapat mengikutsertakan pimpinan instansi
dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
Paragraf 3 ...
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Paragraf 3
Kelompok Kerja
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional dibantu oleh beberapa kelompok kerja.
(2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwakili oleh pejabat eselon I dari kementerian/lembaga dan
dari unsur masyarakat, dunia usaha, serta pemangku
kepentingan lainnya.
(3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan
dan pemberhentian anggota kelompok kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 15
(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
diperbantukan unit kerja sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat.
(3) Sekretariat ...
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara fungsional
bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
(4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) bertugas memberikan dukungan teknis dan
administratif kepada Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional.
Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
Pasal 16
(1) Di tingkat provinsi dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
Pasal 17 ...
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Pasal 17
(1) Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/
Walikota.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan,
kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota diatur oleh Menteri
Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas,
susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang diatur
dalam Peraturan Presiden ini.
BAB V
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA
Pasal 19
Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
bersifat koordinatif dan konsultatif.
Pasal 20 ...
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Pasal 20
Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam
rangka penanggulangan kemiskinan.
Pasal 21
(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang dihadiri oleh
anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun;
b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional sekurang-
kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 22 ...
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Pasal 22
Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 23
Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Pasal 24
(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat
koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh anggota
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/
Kota;
b. Rapat ...
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b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang dihadiri oleh
seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi,
yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
Pasal 25
Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Pasal 26
Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 27
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang
pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Pasal 28 ...
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Pasal 28
Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
Pasal 30
(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi kepada Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
Pasal 31 ...
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Pasal 31
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja dan tata kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, dan Pasal 31, diatur oleh Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nasional.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 33
(1) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
(2) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(3) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
Pasal 34 ...
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Pasal 34
Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 35
Hasil koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi
baik Pusat maupun Daerah, pendanaannya dibebankan kepada
anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
(1) Pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan pada kelompok program penanggulangan
kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dan
kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
huruf a dan huruf b dalam jenis belanja bantuan sosial.
(2) Pemerintah ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendanaan untuk
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada
kementerian/lembaga terkait dan satuan tugas lain di Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan
kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
Pasal 38
(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti
dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(2) Pada saat ...
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(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh
jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan
Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur
kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40
Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini segala kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden ini.
Pasal 41...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Pasal 41
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet,
ttd
Lambock V. Nahattands
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.  
a.Masuknya pnpm MANDIRI 
1. Sejak tahun berapa pnpm mandiri dilaksanakan di kec lembang ? 
2. Kapan berakhirnya pnpm mandiri di kec lembang? 
b. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan. 
1. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan?  
c. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalian gagasan.  
1. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisai dan musyawarah di tingkat 
desa?  
2. Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah di tingkat desa untuk 
menggali gagasan? 
d. Perencanaan dan penetapan prioritas usulan  
1. Bagaimanakah proses perencanaan terhadap usulan kegiatan?  
2. Bagaimanakah penetapan prioritas terhadap usulan kegiatan?  
e. Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah    
terima realisasi kegiatan.  
1. Bagaimanakah tahapan musyawarah untuk penyampaian hasil 
pelaksanaan kegiatan? 
2. Bagaimanakah musyawarah pertanggungjawaban kegiatan 
dilaksanakan? 
3. Kapan diadakan serah terima realisasi kegiatan kepada 
masyarakat?  
4. Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan ? 
2. Dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan  
a. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan 
pendapatan  
1. Bagaimna implemtasi PNPM mandiri dalam hubungannya dengan 
pengentasan kemiskinan dikecamatan lembang.? 
2. Bagaimna kondisi SDM dalam pelaksanaan PNPM dikecamatan 
lembang.? 
3. Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan 
melalui PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan lembang?  
4. Apa saja kegiatan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat dikecamatan lembang ?  
5. Bagaimana factor kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan 
program PNPM mandiri? 
6. Apakah tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi dalam 
pelaksanaan program PNPM mandiri dikecamatan lembang 
7. Bagaimana peningkatan pendapatan dan penghasilan masyarakat 
selama program pnpm berjalan..? 
8. Bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
PNPM dikecamatan lembang 
9. Apakah menurut anda kondisi geografis kecamatan lembang 
mempengaruhi pelaksanaan pnpm mandiri dikecamatan 
lembang.?,mengapa.? 
b. Pengentasan kemiskinan.  
1. Bagaimana kondisi masyarakat miskin sebelum masuknya PNPM 
mandiri di kec lembang kab pinrang? 
2. Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri 
Perdesaan di kec lembang kab pinrang? 
3. Bagaimana kondisi masyarakat miskin setelah pelaksanaan PNPM 
mandiri di kec lembang kab pinrang.? 
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